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PUTUSAN
Nomor 2472/PdLGR201T/PA.Ckr

fante .
et 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memerksa dan mengadili
perkara lertentu  pada tingkat pertama telah men@atuhkan putusan dalam
perkara gugatan pambatalan hibah yang diajukan olah :

Acan Bin H. Saleh, Hj. Ami Maryami Binti H. Soleh, Nurhasan Bin Acin, dan
Adang Bin Acin (selaku ahli wans dan H. Acum Budiono Bin
H. Soleh dan ahli warls Penggantl), dalam hal ini memberi
kuasa kepada Abdul AzisSH, M. Ishomuddin SH, dan
Raden Akram Supraja Marjuki, SH Advokatl dan Konsultan
Hukum pada Law Office ABDUL AZIS, MISHOMUDDIN,
SUSANTO & PARTNERSberalamat di Grand Center point
Towar D GF27 JI. A¥anl Kav.20 Kelurahan Margajaya
Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi 17141, berdasarkan
surat kuasa Khusus tanggal 10 Nopember201 7 selanjutnya
disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

1. Ny. Lilis Andrani umur 37 Tahun, Agama lslam, perker@aan ibu rumah
tangga, Pemegang KTP No. 3216085506800040, beralamat
Kp. Gombang Rt 001/006 Desa Mekarmukli Kecamatan
Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Salahudin Galfar, SH, MH., Yuni Tukmanto,
SH.MH., Ahmadin Gaffar, SH., Muhbudin, SH., masing-
masing adalah Advokal dan Konsultan Hukum pada
"SALAHUDIN GAFFAR & ASSOCIATES® baralamat di JI. Ki
Hajar Dewantara Plaza Resto Blok 2C/BC Complekx City
Walk dan Rodeo Drive JI, Holywood Boulevard Biok BEN7
Kola Jababeka Kabupaten Bekasl, berdasarkan Sural

Fldusan Phr Mo 2472Pa G201 HPA Chr. ha! 1danSs
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Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, selanjuinya
disebut sebagai Tergugat l;

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah {PPAT) Fawzia Azhan beralamal di JI. Yos
Sudarso No. 1 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,
selanjuinya disebut sebagai Tergugat if;

3. Pejabal Pambuat Akta Tanah (PPAT) Ahmad All Nurdin, SH beralamat di
JI. Raya Industri No.GE Tegal Gede Pasir Sar Cikarang,
selanjuinya disebuisebagal Tergugat ;

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi JI. Komplek Lippo Cikaran g
Ji. Daha Biok B4, selanjutnya disebutsebagaiTergugat IV;

6. Kepaia Desa Mekarmukti beralamat di Jaian Lemah Abang Raya No. 1
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya
disebut sabagaiTurut Tergugat;

Pengadilan Agama tersabut ;

Setalah membaca dan mempelajar sumat-sural perkara;

Setelah mendengar keterangan Pam Penggugat dan Para Tergugat ;
Setelah memerksa alal bukli surat dan saksi-saksi dan Para Penggugat
dan Para Tergugal ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya
tartanggal 13 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cikarang, Nomor 2472PdLGR0VTPACK. tanggal 13-11-
2017beserta perbaikan gugatan tertanggal 03 Januar 2018, telah
mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap Para Tergugat dengan
alasan sabagai bankut :

1. Bahwa Pama Penggugat adalah ahli wans dan H. Acum Budiono Bin H.
Soleh berdasarkan sural penyataan dan keterangan warns yang di
saksikan oleh kepala Desa Mekarmmukli dan dikuatkan oleh Camat
Cikarang Utara dibawah Nomor Register :140/54/X/2017/PEM tanggal 2
Oktober 2017 yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus

Putusan Phs. No. 2472/Pdt G2017/PA. Chr hal 2danB8
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2017 dimana dar Perkawinan H. Acum Budiono Bin H, Soleh dengan
Isterinya Hj. Fatmah Binti Mustofa (telah meninggal lebih dahulu) tidak
memiliki keturunan atau ahli wans lain sehingga Para Penggugat adalah
ahli wans satu satunya yang sah, hal ini sesuai dengan penjelasan
dalam Kompilasi Hukum Isiam pada pasal 171 Huruf C yang berbunyi *
Ahli wans adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewans, beragama
islam dan tdak ferhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”
dengan demikian telah jglas Para Penggugat merupakan ahli wans dan
Alm. Acum Budiona Bin H. Soleh karena adanya hubungandarah yaitu
Kaka, adik dan keponakan sebagai Pewans Pangganti;

2. Bahwa sebelum Almarhum H. Acum Budiono Bin H. Soleh meninggal
dunia yaitu sekitar bulan agustus 2017 almathum H. Acum Budiono Bin
H. Soleh dalam keadaan sakit-sakit senng main kerumah adiknya yaitu
Hj. Ami Maryami Binti H. Soleh (Penggugat) dan telah berwasial
dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh anak-anaknya yang pada
intinya almarhum berkata “ bahwa & tidak ndo atas harta yang felah
dihibahkan pada lilis (Tergugat |) karena lilis Hdak mengurus dia sakit
dan jka beliau memnggal agar ahil wans mengurus hananya karena ada
hak dan adik dan kaka jika beliau meninggal * dan pada tanggal 11
Agustus 2017 H. Acum Budiono Bin H. Solah meninggal dunia dengan
tidak meninggalkan kelurunan dan hanya maninggalkan saudara
Kandung adik kaka dan keponakan yaitu Para Penggugat,

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Acum Budiono Bin H, Soleh
dengan istrinya Hj. Fatmah Binti Mustola memang telah merawat
georang anak yang di akui olehnya sabagai anak angkat yaitu Tergugat |
sampal dengan dewasa dan menikah linggal menempati umah Alm. H.
Acum Budiono Bin H. Soleh (diatas tanah aquo), sedangkan Alm, H.
Acum Budiono Bin H. Saleh tinggal disebalahnya buat kamar sendir
terpisah dan Tergugat | Selama tinggal di kamar disebelah rumah
Tergugat | Alm. H. Acum Budiono salaiu mengeluh dalam 3 tahun
sabalum kematiannya kalau alm sangat kecewa pada Tergugat | yang
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idak pemah mengurusnya, membenkan makan dan jika Tergugat |
membell makanan alau buash-buahan tidak membagi alm. H. Acum
Budiono Bin H. Soleh dan akhimya meninggal dunia pada tanggal 11
Agustus 2017 di urus oleh Tergugat | anpa melibatkan Para Penggu gat
sebagai ahli warsnya;

4. Bahwa setelah sepeninggalnya Alm. H. Acum Budiono Bin H.Soleh Pam
Penggugat datang menemui Tergugal | dan menyampaikan tentang
amanah atau Wasiat Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh pada Tergugat
|, bahwa Para Penggugat adalah ahli wans agar Tergugal | membenkan
hak Para Penggugat, namun dengan tegas Tergugat | menolaknya dan
ren gatakan bahwa atas tanah dan bangunan bernupa dua bidang tanah
dan bangunan (masih dalam satu hamparan) kontrakan 36 Pintu dan 2
Kios berdini diatas tanah seluas 1.085 M2 teretak di RLO01/Rw 06 Desa
Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM
Momaor @ 3004 Mekarmukti, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara  : tanah AamMNaman s/Tanah a quo

- Sebelah Timur  ; Tanah Naman. SMNina Yuningsih

- Sebelah Selatan : Jalan Gangfanah H. Ali

- Sebelah Baral : Jalan Desa

dan tanah seluas 300 M2 teretak di RLOD1Rw 06 Desa Mekarmukti

Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomaor :

3639Meakarmukti, yang berdiri bangunan Kontrakan 24 Pinlu dengan

batas-batas

= Sebelah Utara : Tanah Maman 5

- Sebelah Timur : Tanah Naman S

- Sebelah Selatan: Tanah tanah a quo

- Sebelah Barat : Naman S

adalah tanah milik Tergugat | yang didapat berdasarkan Akta Hibah No.

30372012 tanggal 23 Okiober 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat Il

dan Akta Jual Bell Nomor : 1392011 tanggal 5 Agustus 2011 yang

dibuat dihadapan Tergugat lil adalah milik Tergugat | karena hibah dan

di bell Alm H. Acum Budiono Bin H. Soleh dar Hajl smalil Bin H.
Pudusan Pkr. No, 2472Par GE01TPA. Chr. hal ddlan5d
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Mardais dinamakan atas nama Tergugal |, yang selanjuinya disebul
sabagai tanah agquo;

5. Bahwa Para Penggugat telah berupaya apar persoalan ini diselesaikan
secara kekaluargan bahkan lalah meminta bantuan kuasa hukum untuk
menyampaikan dan memberitahukan adanya hak Penggugat diatas
tanah yang di kuasal Tergugat | namun semua ltu sia-sia dan Tergugat |
tetap menganggap bahwa seluruh hana peninggalan Alm. H. Acum
Budiono Bin H. Soleh adalah miliknya yang sah karena semuanya telah
dihibahkan dan telah men @adi nama Tergugal |;

f. Bahwa oleh karena setelah meninggalnya Alm. H. Acum Budiono Bin H,
Soleh hanya memiliki dua bidang tanah | dalam satu hamparan) yaitu
tanah seluas 1.085 M2 berdasarkan Senipikat Hak Milik Nomaor ; 3004/
Mekarmuktl yang atas nama H. Acum Budiono dan tanah seluas 300 M2
berdasarkan Sertpikat Hak Milik Nomor @ 3639/Mekarmukli yang dibell
dan H. Ismail Bin H. Mardais pada tahun 2011 dengan Akta Jual Beli
Nomor :© 132/2011 yang dibual dihadapan Tergugat lll yg diatas
namakan atas nama Tergugatl | sedangkan atas tanah SHM Nomor ;
3004Mekarmukt felah dihibahkan oleh Alm, H. Acum Budiono Bin H.
Soleh pada Tergugat | pada tahun 2012 dengan Akia Hibah Momar :
30372012 dibuat dihadapan Tergugat |l yang dapat diartikan atas kedua
bidang tanah tarsabut ialah dihibahkan seluruhnya pada Tergugat |

7. Bahwa sstelah meninggainya aim. H. Acum Budiono Bin H. Soleh
gagala hara peninggalan alm, H. Acum Budiono Bin H. Soleh teiah
kuasai oleh Tergugat | dan tidak mambagikan pada ahli wans yang sah
bahkan dengan dalih sebagai anak angkat dan H, Acum Budino Bin H.
Soleh sedangkan pka anak angkat maka berdasarkan ketentuan umum
pasal 171 Kompilas Hukum Isiam huruf H ° Anak angkat adalah anak
yang dalam pameliharaan untuk hidupnya sehari-harl, biaya pendidikan
dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dan orang tua asal kepada
orang iua angkainya berdasarkan putusan Pengadlan® yvang berarti jika
Tergugat | mengaku sebagai anak angkal dan H. Acum Budiono maka
haris adanya Penatapan dan Pengadilan igntang adanya pangangkatan
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anak sedangkan jika Tergugat | anak angkat dalam Kompilasi Hukum

Islam pasal 209 ayat 1 berbunyl * Terhadap anak angkal yang tidak

menerima wasial diben wasial wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dan

harta warisan orang fua angkatnya™ dan pasal 210 ayat 1 Kompilasi

Hukum Isiam yang berbunyl * Orang yang lelah berumur sekurang-

kurangnya 21 tahun berakal sehal tanpa adanya paksaan dapal

menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang
lain atau lembaga df hadapan dua orang saksi unfuk dimiliki dengan
demikian hukum telah mengatur secara Tegas tentang hak dar anak
angkat dan pemberian Hibah ataupun hibah Wasiat terhadap anak
angkal ataupun orang lain hanya sebesar 1/3 dan hara yang ada

dengan demikian oleh karena Hibah meiebihi batas maksimal yang di

parbolehkan dalam hukum yaitu 1/3 sedangkan 2/3 menjadi tidak sah

dan batal demi hukum;
8 Bahwa Tergugat | menguasai harta-hara dar Alm. H. Acum Budiono Bin

H. Soleh dengan dasar yaitu :

1. Atas tanah seluas 1.085 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor
3004/ Mekarmukti yang atas nama H, Acum Budiono berdasarkan
Akta Hibah No. 303/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat
dihadapan Tergugat Il dan

2. fanah seluas 300 M2 berdasarkan Seripikat Hak Miik Momor |
d6laMekarmukti yang dibeli dard H. Ismail Bin H. Mardais
berdasarkan Akia Jual Beli Nomor : 139/2011 tanggal § Agustus 2011
yang dibuat dihadapan Tergugat lll dimana segaia pambalian dan
uangnya adalah Alm. H, Acum Budiono Bin H. Soleh sedangkan
Tergugat | hanya diatas namakan saja yang artinya hanya formal
nama Tergugat | sedangkan pembelian oieh Alm dan dapat dianikan
sama dengan Hibah namun dalam bentuk Akta Jual Beli oleh karena
Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh membeli dan H. lsmail untuk
mempeduas anahnya vang Semua hara fersebul mernupakan hara
atau peninggalan Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh yang
mearupakan hara Warisan aninva luas vang dihibahkan seluas 1.385

Pudusan Pkr. No, 2472/Pad GE01TPA. Chr. hal Solan5d
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M2, yang telah dihibahkan pada Tergugat | 1elah melebihi 1/3 bagian
sebagaimana yan g diperboieh kan dalam hukum sehingga 273 bagian
menjadi hak Penggugat sebagai ahli wans yang sah;

9, Bahwa proses hibah yang dilakukan Tergugat | (penenma hibah)
dengan Alm. H. Acum Budiono Bin H.Soleh (pemben hibah/pewaris),
adalah tidak sah menurut hukum, karena idak memenuh| syaral-syarat
hibah dimana hibah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dan proses hibah
dilakzsanakan penandatanganan Akla Hibah ataupun Akta Jual Beli
tanpa adanya parseéfupuan dan Penggugat selaku ahli warns;

10. Bahwa munculnya akta hibah No. 303/2012 tanggal 23 Oktober 2012
yang dibuat dihadapan Tergugat Il dan Akta Jual Bell Nomor : 1382011
tanggal 5 Agustus 2011 dibuat dihadapan Tergugat Il diatas namakan
Tergugat | hal ini terjadi oleh karana pada tahun 2009 antara Penggugat
dangan Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh labih disababkan karana
adanya selisih paham dalam keluarga sehingga Alm. Marah pada
Penggugal khususnya pada adik dan Kaka Alm. H. Acum Budiono Bin
H. Soleh yaitu Acin Bin H. Soleh (Alm), Acan Bin H. Soleh dan Ami
Maryami Binti H, Soleh yang dianggap oleh Alm, H. Acum Budiono Bin
H. Soleh tidak pamah berbuat baik dan memusuhinya padahal Para
Penggugat tidak permah memusuhinya dengan demikian hal tersebut
yang mambuat Alm. H. Acum Budiono Bin H. Soish menghibahkan
salurub hananya pada Tergugat | namun pada saat akhir hayatnya Alm.
H. Acum Budiono Bin H. Solsh dengan Para Penggugat teralin
hubungan kekeluargaan yang baik dan mewasiatkan secara |Isan pada
Penggugat agar jika dia meninggal haranya diurus karena ada hak
waris dan saudara-saudaranya;

11. Bahwa muncuinya kebencian Alm. H. Acum Budiono pada Para
Penggugat tahun 2009 menyebabkan sikap dan tindakan Almarhum
telah menyimpang dar nilal-nilal ke Islamanfsyan'al (Mago-shidusy-
Svar'l), yaitu tdak lagi meanjunjung pnnsip-prinzip keadilan, khususnya
dalam hal peamberian hibah kepada Tergugat |, prinsip-prinsip keadilan
sabagai salah satu twjuan ajaran Slamhukum =lam [ Mago-Shidusy-

Pudusan Pkr. No, 2472/Par GE01TPA. Chr, hal Tolan5d
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Syar'l ) harus selalu ditegakkan, karena keadilan itu men pakan cermin
ketagwaan seseorang terhadap Allah SWT. Hal ini termuat dalam dalam
Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang Arlinya :

“Wahai arang-orang beriman, hendaknya kalian menjadi orang ofang
yang menegakkan kebenaran karena ALLAH, menjadi saksi dengan
adil, Dan janganiah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong
kalian beraku tidak adil. Berlakwlah adil, karena hal itu lebih dekat
kepada tagwa. Dan bertagwalah kepsda ALLAH. Sesungguhnya ALLAH
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”... (Al Maa'idah: 8)

dan hal ini yang membuat alm. H. Acum Budiono Bin H. Soleh
mewasiatkan pada akhir hidupnya kepada Pamma Pengguga! agar
hananya di urus dan tidak rido atas pembaran hibahnya pada Tergugat
| karena Alm. H. Acum Budiono Bin H.Soleh tarmasuk orang yang laat
dan tagwa pada Allah Swt;

12. Bahwa oleh karena Hibah ataupun Hibah dengan Wasiat telah
melampau batas maksimal atas harta yang boleh dihibahkan yaitu 1/3
dar hana yang ada maka Akta Hibah No. 3032012 tanggal 23 Oktober
2012 yang dibuat dihadapan Tergugat Il dan Akta Jual Beli Nomor :
139/2011 tanggal § Agutus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat Il
meskipun sacara legal formal telah mamanuhi syarat dan rukun hibah
namun kamena ftindakan/perbuatan tersebut berentangan dangan
Hukum Islam terutama keadilan maka harus dinyatakan batal demi
hukum;

13. Bahwa oleh karena Akta Hibah No. 303/2012 tanggal 23 Okiober 2012
yang dibuat dihadapan Tergugal Il dan Akta Jual Beli Nomor ; 1398/2011
tanggal § Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat Il didasarkan
pada tindakan/ perbuatan yang batal demi hukum, maka Akta Hibah
ataupun Akta Jual beli tersebut juga harus dinyatakan barentangan
dengan Hukum islam dan harus dinyatakan dak mengikal dan tdak

berkekuatan hukum;
Pudusan Pir, No, 2472/Pdf. GZ0TTPA, Chr. hal ScdkanBd
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14. Bahwa oleh karena hibah yang diberikan oleh almarhumH, Acum Bin H,
Soieh terhadap Tergugat | atas obyek hibah berupa dua bidang tanah
dan Bangunan lmﬁlmimn 36 Pintu dan 2 Kios berdini dialas tanah
seluas 1,085 M2 wedetak di RLO0O1/Rw 06 Desa Mekarmukti Kecamatan
Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomor
3004Mekarmukt, dengan batas-batas
- Sebelah Utara : tanah Aam/MNaman s/Tanah a quo

Sebetah Timur : Tanah Naman. S/Nina Yuningsih

- Sebelah Selatan : Jalan Gangftanah H. All

- Sebelah Barat : Jalan Desa

dan tanah seluas 300 MZ teretak di RLOOV/RLOE Desa Mekarmukii

Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomaor :

3638 Mekarmukt, yang berdin Bangunan Kontrakan 24 Pintu dengan

batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Naman S

- Sebelah Timur : Tanah Naman S

Sebelah Selatan : Tanah tanah a quo

Sebelah Barat  : Tanah Naman S
adalah sah sebatas 1/3 ( seperfiga ) baglan dar obyek hibah larsebut,
Sedangkan sisanya sebatas 213 ( dua pertiga ) bagian dan obyek hibah
tersabul dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan patut kiranya
Tergugal | untuk di hukum manyarahkan 2/3 (dua Pertiga) bagian dan
obyak tanah aguopada Para Penggugat,

15. Bahwa oleh karena Akta Hibah No. 30372012 tanggal 23 Oklober 2012
yang dibuat dihadapan Tergugal Il dan Akta Jual Bali Nemar ; 138/2011
tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat Hi telah
benentangan dengan Kompilas: hukum Islam Khususnya pasal 200 ayal
1 dan pasal 210 ayat 1 sehingga patut untuk dinyatakan tidak mengikat
dan tidak berkekuatan hukum;

16. Bahwa oleh karema segala sural surat atas tanah agquo salama ini

dikuasai olah Tergugat | dan penguasaan tersebut lefah berentangan
dengan hukum kargna adanya hak Penggugal 2/3 bagian sudah
Fulusan Pir, No, 2472Pa G0 TPA. Chr. hal Sclandd

STLES B RN A AR R LR Agpry s
ok e L el e Vit ol P P W R R [T o o e = [T Tl g A P e T T TN
keom G Y e ] BT P e T O i RS LA s gl dge Y TEEAR
[ ey Tosi | Pl 5t 110 Halman §




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya agar Tergugat | di hukum uniuk menyerahkan SHM Nomaor ;
Jo04Mekarmukt dan SHM Nomor : 3639Mekamukti pada Para
Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

17. Bahwa olah karena SHM Nomaor : 3004/ Mekarmukt telah berubah nama
daf Alm. H. Acum Budino Bin H. Soleh menjdi nama Targugat |
berdasarkan Akta Hibah No. 3032012 tanggal 23 Oklober 2012 yang
dibuat dihadapan Tergugat Il vang telah benantangan dengan hukum
dan SHM Nomor @ 3839Mekarmukti dari hasil beli Alm. H. Acum
Budiono Bin H. Soleh telah dinamakan dalam Akta Jual Beli Nomor :
1392011 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat Il
dapat dipersamakan dengan Hibah dan Alm. H. Acum Budiono bin
H.Soleh dimana kewenangan untuk merubsh ada pada Tergugat IV agar
atas nama Tergugat | dapat dilakukan pancoretan menjadi nama Para
Penggupgat sehingga layak kiranya Tergugat [V dihukum untuk mencorat
nama Taergugat | dalam SHM Nomor @ 3004Mekarmukti dan SHM
Momor : 3639/Mekarmukli dari nama Tergugat | men@adi nama Para
Penggugat;

18. Bahwa oleh karena lokasi tanah aquo ada di wilayah desa Tunul
Tergugat dan untuk malangkapi pihak dalam perkara maka kiranya Turnut
Tergugat di libatkan agar mengetahui adanya parkara ini oleh karenanya
patut kiranya lerhadap Turut Tergugat di hukum untuk lunduk dan patu h
terhadap putusan ini;

14. Bahwa selama ini Tergugat | ielah meanikmati dengan mangambil sawa
dan Kontrakan-kontrakan 60 Pintu di atas tanah a quo dan adanya
khawatir dan Para Penggugat, Tergugat | secam diam-diam
mengalihkan tanah a quo pada orang lain atau mengangunkannya yang
lentunya akan merugikan pihak ketiga dan Penggugat selaku ahli wans,
untuk itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pangadilan
Agama Cikarang untuk memerntahkan Juru Sita /Panitera Pengadilan
Agama Cikarang untuk meletakan Sita Jaminan (conservation baslaq)

terhadap anah a quo;
Pufusam Phr, Mo, 2472P. GZ0TT/PA.Chr.  hal 10danBd
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Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Penggugat uraikan diatas kiranya
Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan uniuk men@iuhkan
Pulusan sebagai bankut:

Datam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhmnya;

2. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita Jaminan (conservation
bestaq) yang di mohonkan oleh Para Penggugat.

3. Menvatakan Para Penggugal adalah ahli wars sah dard H. Acum
Budiono Bin H. Soleh yang telah meninggal dunia pada tanggal 11
Agustus tahun 2017,

4. Menyatakan hibah yang dibenkan oleh almarhum M. Acum Bin H. Soleh
werhadap Tergugat | ( Lilis Adriani ) atas obyek hibah berupa dua bidang
tanah dan Bangunan kontrakan 36 Pintu dan 2 Kios berdin  diatas tanah
seluas 1.085 M2 teretak di RLO0OT/Rw.06 Desa Mekarmukh Kecamatan
Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM MNomor
3004Mekarmukh, dengan batas-batas -

- Sebelah Utara : tanah AamMaman sTanah & quo

- Sebelah Timur : Tanah Naman, SMNina Yuningsih

- Sebelah Selatan : Jalan Gangfhanah H. Ali

- Sebelah Barat ; Jalan Desa

dan fanah seluas 300 M2 lerletak di RLOOT/Rw.08 Desa Mekarrmu bkt
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaien Bekasi dengan SHM Nomar :
3639Mekarmukh, yang berdin Bangunan Kontrakan 24 Pintu dengan
batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Naman S

- Sebelah Timur : Tanah Naman S

- Sebelah Selatan : Tanah tanah a quo

- Sebelah Barat : tanah Naman S

adalah sah sebatas 1/3 ( sepertiga ) bagian dar obyek hibah tersebut,
sadangkan sisanya sebatas 213 ( dua periga ) bagian dan obyek hibah
tersabul dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Pufusan Phr, Mo, 2472PK. G20TTPA.Chr.  hal 1 fdanB8
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5. Menetapkan bahwa 1/3 ( seperiga ) bagian dan obyek hibah
sabagaimana dimaksud dalam dikium angka 4 tersebul dialas berstalus
sebagai barang / hara hibah atas nama Tergugat |, sedangkan sisanya
sebatas 2/3 (dua periga) bagian dari obyek hibah tersebut adalah
kembali sebagal hara milik almarhum H. Acum Budiono Bin H. Soleh
yang saat ini berstalus sebagai hara peninggalan almarhum H. Acum
Budiono Bin H. Soleh yang kini menjadi Hak dan Para Penggugat
sabagai ahli wansnya;

6. Menyatakan Akta Hibah No, 30372012 tanggal 23 Okiober 2012 yang
dibual dihadapan Tergugatl Il dan Akta Jual Beli Nomor : 139/2011
tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat lll tidak
mengikat dan tdak berkekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat | untuk menyeratkan 2/3 (dua Pertiga) bagian
dan obyek tanah a quo pada Para Penggugat;

8 Menghukum Tergugat | uniluk menyerahkan SHM Nomor
I004Mekarmukt dan SHM Nomor © 3639Mekarmmukti pada Para
Penggugat;

8. Menghukum Tergugat IV untuk mencoret nama Tergugat | dalam SHM
Nomor © 3004Mekarmukti dan SHM Nomor © 3639Mekarmukti dari
nama Tergugat | menjadi nama Para Penggugat;

10. Memarintahkan Tergugat IV untuk mengeluarkan 1/3 bagian dari SHM
Nomor @ 3004Mekarmuktl dan SHM Nomor : 3630Mekarmukll atas
nama Targugat | dan 2/3 bagian atas nama Para Penggugat;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

12, Menghukum Tergugat | untuk membayar semua biaya perkara ini
Atau
Jika Majelis Hakim berpendapat iain Mohon Putusan seadil-adiinya (ex
asquo el bono).

Menimbang, bahwa pada hard dan tanggal sidang vyang telah
ditetapkan, Para Penggugat didampingl Kuasanya, T.1 didampingi
Kuasanya, T.I, TIV, serta Turut Tergugal hadir di persidangan, semeniara

Tergugat Il tidak pamah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil
Putusan Phr. No, 2472/Pa.G2017/PA.Chr. hal 12dani58
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secara resmi dan patul, sedangkan fidak temyata ketdakhadirannya. ity
disebabkan suaiu halangan vang sah |

Mﬂnimbimg. bahwa Majelis telah benisaha mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara namun fidak berhasil, dan Majelis juga telah
memenniahkan kedua pihak agar menempuh mediasi dengan Mediaior Drs,
H.M. Fadyi Rival, SH.MH. namun bardasarkan laporan Mediator tanggal 20
Desember 2017 kedua pihak telah tidak dapat mencapal kesepakatan
damai, maka pemenksaan dilanjutkan dengan mambacakan surat gugatan
Penggugat dan perbaikan gugatan, serta permohonan sita aminan, yang
tsinya tetap diperahankan oleh Para Penggugat,

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Panggugal lersebut,
Targugatl telah mengajukan jawaban terulis sebagai barikut
DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI
. TENTANG KEWENANGAN MENGADIL!
Kewenangan mengadili merupakan syaral formil sahnya gugatan,
sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak barwanang
mengadilinya menyebabkan gugatan fersebut dapat dianggap salah
alamat dan fidak dapat ditenma karena tidak sesuai dengan
kewanangan absolut atau kewanangan relatil pengadilan;
Sesual dengan sebagaimana dimaksud datam Pasal 134 HIR yang
barbunyi:
“JMika perselisihan iflu adalah sualy perkara yang Odak masuk
kuasa pengadifan neger, maka pada sebarang waktu dalam
pemeriksaan perkara ftu, boleh diminta supaya hakim mengaku
dinnya tdak berkuasa dan hakim itupun wajb pula mengaku
karana jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”,
Selanjinya berdasarkan pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai
berikut:
‘dalam hal hakim Udak berwenang karena jenis pokok
perkaranyd, maka (a meskipun tidak diajukan tangkizan lentang

Pufusan Phr, Mo, 2472Pd. G20TTPA.Chr. hal 13danB8
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ketidakwenangannya, karena jabatannys waib menyatakan

dirinya tidak beiwenang.”
Yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara ex officio, wajib
menyatakan din tdak barwenang mengadili perkara yang dipenksanya,
apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya
atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewagban
tersebut mesti  dilakukan secara g meskipun Tergugat Hdak
mengajukan eksepsi tentang itu.

A Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi tidak berwenang
mengadili (Kewenangan Absolufy Perkara a quo karena ada
kesepakatan memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bekasi bukan di Pengadilan Agama:

1. Bahwa spcara nyata gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat
berpijak pada sengketa yang timbul dar peristiwa hukum berupa
pemberian hibah melalui PPAT yang dalam kedudukannya sebagai
Pejabat Publik dan Almarhum H. Acum Budiyono Bin H. Soleh
{selaku pamber hibah) kepada Tergugat | (selaku penerma hibah)
pada 23 Oktober 2012 dengan Akta Hibah No. 30% 2012 di
hadapan Notaris dan PPAT Fawzia Azhari:

2. Bahwa dalam Pasal & halaman 6 Akta Hibah tanggal 23 Oktobar
2012 tersebut dengan legas telah dinyatakan olah Pember hibah
dan dimengan oleh Penanma Hibah dalam hal tenadi sengketa alas
timbulnya hibah ini maka mamilih Pengadilan Negen Bekasi.

Pasal 6 halaman 6 Akta hibah tersebut berbunyi;
“Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya
memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak
berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi"

3. Bahwa dengan demikian apabila muncul sengketa yang terkait
dengan akia hibah Mo, Mo. 3032012 yvang dbual oleh notans
Fawzia Azhar maka perselisihan yang timbul diselesaikan di
Pengadilan Meger Bekasi bukan di Pengadilan Agama Bekasi,

Pufuman Phr, Mo, 2472 Fa GR0THPA.Chr.  hal Tddandd
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Bahwa dan mengingal prnsip-pnnsip atau asas dalam hukum
Perdata yaitu:

- Asas Konsesualitas (Pasal 1320 KUHPerdata)

Merupakan prinsip pemyataan sepakat yang mengikat antara
pihak-pihak yang membuat petanjian tersabut

- Asas Pacta Sun Servanda (Pasa | 1338 aya t (1 ) dan (2 ]
KUH Perda 1 a | atau juga disebut juga kepastian hukum bagi
pihak kefiga juga lermasuk disini, hal ini karena jabatannya
harus menghomali isi per@anjian atau kontrak

- Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 aya t (1 ) KUH
Perda | a ) yang menyatakan bahwa peranjian yang dibuat
beraku sebagal Undang-undang bagi yang membuatnya,
sama mangikatnya dengan Undang-undang;

- Asas ltikad Baik atau to goeder Trow ( Pasa | 1338 ayat(3)
KUH Perda t a ) yang memberikan dasar bahwa para pihak
dalam peranjian dar samula harus mempunyal sikap jujur;

Dan oleh karena didalam Peqanjan Hibah terdapat klausul dimana
Pihak Penghibah dan Penerma Hibah (Tergugat |} telah
menyepakatl bilamana ada akibat hukum dan Peranpan Hibah
yang diluangkan didalam Akta Hibah No. 303/ 2012 maka kedua
pihak akan mamilih Penyelesaiannya malalui Pengadilan Neger
Kabupaton Bokasi;

4, Bahwa dengan demikian dan prinsip-prinsip hukum perdata yang
terkandung dalam Akta Hibah Nomor. No. 303/2012 yang dibuat
oleh Notaris Fawzia Azhari maka Pengadilan Agama Bekasi
secara absolut tidak berwenang mengadili gugatan PARA
PENGGUGAT, namun yang berwenang adalah Pengadilan
Negeri Bekasi: oleh karenanya adalah wajar dan berdasar hukum
apabila Majelis Hakim yang memenksa dan mengadill perkata a
guo menyatakan dan memutus bahwa Pengadilan Agama Bekasi
tidak barwenang mangadili | Exceptie Van Onbevoegdheid) uniuk
memarksa dan memutus parkara s quo.;

Pufusan Phr, Mo, 2472Fa GR0THPA.Chr.  hal 15danEd
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B.Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi tidak berwenang
mengadili (Kewenangan Absolut) Perkara a quo karena salah satu
Tergugat adalah Pejabat Publik sehingga bukan kewenangan
Pangaditan Agama dalam mengadili sengketa
1. Bahwa bahwa didalam Gugatannya halaman 6 butir 1TTPARA

PENGGUGAT mendalilkan bahwa:
“Bahwa oleh karena SHM Nomor: 3004/ Mekarmukt telah berubah
nama dari Alm. H. Acum Budiyono Bin H. Scleh menjadi nama
Tergugat | berdasarkan Akis Hibah No, 3037 2012 tanggal 23
QOktober 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat I yang ielah
berentangan dengan hukum dan SHM No. 639 Mekammukil dan
hasil beli Alm. H. Acum Budiyono Bin H. Soleh elah dinamakan
kedalam aktfa jual beli Nomor 1392011 tanggal 5 Agustus 2011
yang dibuat difadapan Tergugal W dan dapat dipersamakan
dongan Hibah Alm H. Acum Budiyono bin H. Soleh dimana
kewenangan untuk merubah ada pada Tergugal IV agar alEs
nama Tergugat | dapat dilskukan Pencoretan menjadi nama
Penggugal sehinggs layak kirmnya Tergugat IV dihukum unfuk
mencoret nama Tergugat 1 dalam SHM Nomor
3004 Mekarmukti dan SHM Nomor 3639Mekarmukti dari
nama Tergugat | menjadi nama Penggugat;

2, Bahwa didalam Patitum Gugatan Pengugal dalam Pokok Parkam
halaman B Butir 8 dan 10 barbunyi:

8. Menghukum Tergugat IV untuk mencoret nama Tergugat
| dalam SHM Nomor 3004/ Mekarmukti dan SHM Nomor
3I639Mekarmukti dari Mama Tergugat | menjadi nama
Penggugat;

10. Memerintahkan Tergugat IV untuk mengeluarkan 1.3
bagian dari SHM Nomor 3004/ mekarmukti dan SHM
Nomaor; 3639 Mekarmukt! atas nama Tergugat | dan 23

bagian atas nama Penggugat;

Pufusan Phr. Mo, 2472PR. G2017FA.Chr.  hal 18dandd
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3. Bahwa permintaan PARA PENGGUGAT untuk mencoret dengan
makna membatalkan dan digant dengan Mama PARA

PENGGUGAT berarti meminta Pengadilan Agama uniuk bartindak
diluar kewenangannya dimana karena posisi Tergugat IV sebagai
pejabat publik maka yang memiliki weweanang untuk mengadili
adatah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan
kompetensi/ kewenangan absolute;

4, Bahwa berdasarkan lakta diatas telah fterang dan jelas
menyangkut kompetensi absolut telah terbukli karena ditegaskan
didalam Akta Hibah maka adalah adil menunit hukum Pengadilan

agama Kabupaten Bekasi menoiak Gugatan PARA PENGGUGAT

atau setidak-idaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT

tidak dapat ditarima;

5. Bahwa terhadap prosedur Permen Agraria No. 9 tahun 1999

Pasal 104 ditegaskan bahwa:

(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan
pemberian hak, sertipikat hak atas fanah kepufusan
pembenan hak dalam mngka pengaluran penguasaan tanah,

{2} Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi
dalam penerbitan keputusan pemberan dan/stau sertipikat
hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan
yang elah memperoiah kekuatan hukum fetap.

6. Bahwa terhadap Gugatan Pembatakan Kepemilikan ferhiadap
tanah harus melalui Pengadilan Umum teiah ada beberapa
Yurisprudensi antara lain :

a. Putusan Mahkamah Agung Rl Momor 1188 K/SipM973,

tanggal 6 Januari 1976 ;

‘Karena pengeluyaran serfifikal ity Semata-mata wewenang
administragl dan bukan wewenang Pengadilan sehingga
pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan

Pengadilan”
Pufusan Phr. Mo, 2472PH. G20TTPA. Chr. hal 1Tdandd
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b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/SipMa78,
tanggal 31 Januari 1981 ;
‘Pengadiian Neger tidak benwenang uniuk membaialkan sural
hak milik yang dikeluarkan oleh instansi fain”,

7. Bahwa dengan demikian jelasiah dar uraian diatas maka pihak
yang menyatakan serlipikal hak atas tanah tdak sah dan atau
membatalkan senipikat hak atas tanah merupakan kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

C.Bahwa Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi tidak
berwenang mengadili (Kewenangan Absolut) perkara a quo
karena ada Gugatan Pembatalan atas Sertifikat Hak Milik (SHM)
atas tanah yang bukan wewenang Pengadilan Agama untuk
mengadilinya;

1. Bahwa didalam Gugatannya pada halaman 4 butir 8 angka 2PARA
PENGGUGAT 2 Bahwa fanah seluas 300 M2 berdasarkan serfifikal
Hak Milik No,or 3639Mekarmukil yang dibeli dan H. lsmail Bin H.
Mardais berdasarkan akia jual bali No, 1332011 tanggsl 2011 yang
dibuat dihadapan Tergugal W (Pejabat Pembuat Akia Tanah
(PPAT) Ahmad Ali Nurdin, SH.) dimana segala pembelian dan
uangnya adalah Al H. Acum Budiyono Bin H. Soleh sadangkan
Tergugat | hanya diatas namakan saja yang aninya hanya formal
nama Tergugat | sedangkan pembalian oleh Al Dan dapat diartikan
sama dengan Hibah namun dalam bentuk jual beli olah karena Alm.
H, Acum Budiyono Bin H. Soleh membeli dard H, Ismail untuk
memperuas tanahnya yang semua harta tersebut menipakan hara
alau peninggalan Alm. H. Acum Budiyono Bin H, Soleh yang
merupakan harta Warsan artinya luas yang dihbahkan sefias 1385
M2, yang telah ditibahkan pada Targugat | ielah melebihi 1/3 bagian
sebagaimana yang diperbolehkan dalam hukum sehingga 2/3

bagian menjadi hak Penggugat sebagar ahli wanis yang sah.

Pufusan Phr. Mo, 2472PH. G20TTHPA. Chr. hal 18danbd
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2. Bahwa didalam Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT halaman 7
butir 4 dan 5 disebutkan bahwa;

4. dan fanah seluwas 300 M2 terlefak oi RT 001/RW06 Desa
Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
dengan SHM Nomor G636Mekarmukti, yang berdirl
bangunan kontrakan 24 pintu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Naman 5
- Sebelah Timur ! Tanah Naman &
- Sebeiah Selata : Tanah a quo

- Sebelah Barat : Tanah Naman S

Adalah sah sebatas 1/3 (sepertiga) bagian darl obyek hibah
fersebul. sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian
dan obyek Hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi
hukum”;

‘5 Menetapkan bahwa 1/3 (sepertiga) bagian darl obyek
hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 4
tersebut diatas berstatus sebagai barang / harta hibah atas
nama Tergugugat |, sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua
pevtiga) bagian dar obyek hibah lersebul adalah kemball
sebagai harta milik Alm, H, Acum Budiyono Bin H. Soleh yang
saat ini barstatus sebagal hara peninggalan almarhum H.
Acum Budiyono Bin H. Soleh yang kini menjadi Hak dan
Penggugal sebagal ahll wansnya”

3. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanah
tersebut dalam butir 2 angka 4 dan 5 diatas adalah hak milik
Almarhum. H, Acum Budiyono Bin H. Soleh yang telah
dihibahkan kepada Tergugal | maka PARA PENGGUGAT waijib
membukiikan adanya Perangan / Akta Hibah, Bahwa hukum
Perdata mensyaratkan adanya bukti formil atas dalil para pihak; dan
bahwa apabila vang yang digunakan uniuk membeli tanah seluas
300 M2 sebagaiana dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya
adalah berasal darl Almarhum H. Acum Budiyono Bin H, Soleh maka

Pufusan Phr, Mo, 24723Fa GR0THPA.Chr. hal 18dandd
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hamuslah juga dibuktikan adanya bukti tenulis penyerahan uang
tersebut kepada Tergugat I

4. Bahwa apabila Pengugat mendalilkan bahwa tanah seluas 300 M2
dengan alas SHM Mo. 3004 [ Pasirmukti adalah hak milik PARA
PEN AT sebagai ahli Waris Aimarhum. H. Acum Bidiona Bin
H. Soleh maka haruslah juga di buktikan dengan adanya SHM atas
tanah tersebut dengan nama H. Acum Budiyono Bin H. Soleh;

5. Bahwa oleh karena Petitum PARA PENGGUGAT ini pada pokoknya
terhadap pembatalan SHM tanah Nomor 3004 / Pasirmukti atas
nama Tergugat | maka sehamusnya Gugatan Ini diajukan kepada
Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Bekasi atau ke PTUN

dan bukan kepada Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten
Bekasi:

D.Bahwa Pengadilan Agama Tidak berwenang mengadili Perkara a
quo (Kewenangan Absoluf) karena ada gugatan Pembatalan Hak
Milik_ dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara a quo
yang bukan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya
(Eksepsi Forum Rei Sitag)

1. Bahwa Dasar menantukan patokan kompetensi relatif menumnit asas
forum rei yang diatur pasal 118.a ayat 3 HIR jo Pasal 1435 Rbg dan
Pasal 89 a ayat 8 RV adalah obpk sengkata yang terdid dan
barang tidak bergerak (real propeny/ immavable propery), Dalam
sengketa yang menyangkut barang tidak bergerak maka gugatan
harus diajukan ke Pengadilan Negeri ditempat mana barang
objek perkara diletakkan;

Pasal 118 ayat (3) HIR berbunyi:
Jika lidak diketahul fempal diam sl fergugat dan lempatl
tinggainya yang sebenamya, atau jika tdak dikenal arangnya,
maka lunfutan itu diajukan kepada kefua pengaditan negen di
empat tinggal penggugal atay salah seorang penggugal, &lau

kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada
Puilusan Phr. Mo, 2472FPo. GE0THPA Chr.  hal 20canbs
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ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya
ferletak barang tersebut”

2, Bahwa dari Gugatan PARA PENGGUGAT ternyata ada
karancuan antara Gugatan Perkara Pembatalan Hibah dan
Kepemilikan Hak Milik tanah (barang tidak bergerak)
sebagaimana bunyi Gugatan PARA PENGGUGAThalaman 7
butir 4 dan 5 yang berbunyi:

4 dan tanah seluas300 M2 lerefak of RT 001/RWOE Desa
Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utam Kabupaten Bekasi
dengan SHM Nomor 636Mekarmuktl, yang berdin bangunan
kontrakan 24 pintu dengan batas-ba@s:

Sebelah Utara : Tanah Naman 8
Sebhelah Timur : Tanah Maman 8
Sabolah Selata : Tanah a guo

- Sebelah Barat : Tanah Naman S

Adalah sah sebatas
1/3 (sepertiga) bagian dan obyek hibah tersebut, sedangkan
sisanya sebalas 2/3 (dua pertiga) bagian dan obyek Hibah
tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum
5. Menetapkan bahwa 1.3 (sepertiga) bagian dan obyek hibah
sebagaimana dimaksud dalam dikium angka 4 tersabul diatas
berstatus sebagal barang / harta hibah atas nama Tergugugat
I, sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertigs) bagian dan
obyek hibah terebeut adalah kemball sebagal harta milik Alm.
H. Acum Budiyono Bin H. Soleh yang saat inl berstatus
sebagai harta peninggalan almarhum H. Acum Budiyono Bin H.
Soleh yang kini menjadi Hak dan Penggugat sebagai ahli
warisnya”
3. Bahwa Kewenangan Pengadilan Agama mengenai sengketa
milik dapat difihat datam putusan Mahkamah Agung tanggal 13

Pufusan Phr. Mo, 2472PH. G20TTPA. Chr. hal 2danbd
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Desember 1979 No. 11K/AGHMI79. Dalam putusan tersebut

diteniukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan:
“Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut
pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak
milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk
kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi
termasuk kewenangan Peradilan Umum."

4, Bahwa bedasarkan Yurisprudensi MA 13 Desember 1078 Na. 11
K/AGHMOTE terdapat kkaidah hukum yang menjadi ketentuan
Undang-Undang dan dicantumkan menjadi umusan Pasal 50 UU
No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

“Dalam hal ferjadi sengkeita mengenai hak milik atau
keperdataan flain dalam perkara-perkara sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai
objek yang menjadi sengkefa tersebut harus diputus
terlebih dahuly oleh Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum.”

5. Bahwa Kemudian terhadap ketentuan Pasal 50 UU No. 7 Tahun
1989, pembuat Undang-Undang member penjelasan yang
barbunyi;

“Penyeolesaian terhadap objek yang menjadi sengketa
dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradifan di
Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi
sengketa”
Bahwa dengan demikian telah jelas apabila terjadi sengketa hak
milik alau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, khusus
mangenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus dipulus
lebih dulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Keteniuan di dalam Pasal 50 UL No. T Tahun 1988 menyvebutkan;

Pufusan Phr. Mo, 2472PR. G2017PA.Chr.  hal 22dands
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6. Bahwa lemyala didalam Gugatan PARA PENGGUGAT juga
mengandung posita terjadinya Perbuata Melawan Hukum yang
dilakukan oleh Ketua BPN Kabupaten Bekasi yaitu dalam
halaman 5 butir 13 yang selengkapn ya barbunyi:
“Bahwa akta hibah No, 3032012 tanggal 23 Oktober 2012
yang dibuat dihadapan Terugat Il dan akta jual beli No.
139/ 2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan
Tergugat W didasarkan pada Perbuatan vangbatal demi
hukym maka akta hibah ataupun akta jual beli tersebut
juga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum islam
dan harus dinyatakan tidsk mengikat dan tidak
berkekuatan hukum';

Maka apabila di teiaah didalam Gugatan PARA PENGGUGAT

terdapal ada 2 hal yang diminta/dituntuloleh PARA PENGGUGAT

e

a. Pembatalan akta hibah No. 3032012 tanggal 23 Oktober 2012
yang dibuat dihadapan Terugat N yang kemudian melahirkan
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3004/ Mekarmukti;

b. Pembatalan jual beli No. 139/ 2011 tanggal 5 Agustus 2011
dihadapan Tergugat il yang kemudian melahirkan Sertifikat
Hak Milik {SHM) Nomor: 636Mekarmiktl;

Bahwaolah karena gugatan PARA PENGGUGAT yang Tergugat |

uraikan dalam butir 5 a dan b diatas terdapat dalil PERBUAT AN

MELAWAN HUKUM dari Penerbitan Akta Hibah oleh Terugat i

dan I serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik aleh Tergugat IV
maka seharusnya sesual ketentuan Undang-undang PARA

KLUmM (FH) ternadap | ergug

bukan kepada Pengadilan Agama;

A

Pufusan Phr. Mo, 2472PR. G2017FA.Chr. hal 23dands
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iIl. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ Kabur [Obscuur
Libel) karenaocbyek perkaranya Gugatan Para Penggugat tidak

AtLiln Pl AR AL

N Al Nvalis

LA A

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat idak jelas, kabur sehingga Cacat
Formmil terbukh pada Gugatan Para Penggugal dalam Gugatannya
pada halaman 1 yang dengan jelas tarulis:

* Perihal : Gugatan Pembatalan Hibah™

2. Bahwa temyata didalam uraian Gugatan Para Penggugat terdapat
obyek-obyek perkara lain yang saling tumpang findih antara lain
Pembataian Akta Hibah, Penetapan Hak Waris dan Pembatalan

Sertifikat Hak Milik;
3, Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan atau menagaskan

dengan nnc Pembatalan Hibah Saa? Atau AKTA HIBAH sabagai
dokument akita otentk ? Kalau Bepgitu apa yang menjadi obyek
Gugatan Para Penggugat? dengan demikian Gugatan Para
Penggugat dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal;

4. Bahwa walaupun ada dua perkara yang berkaitan aral satu dengan
lainnya tetapl tunduk pada hukum acara yang berbeda, maka tidak
dibenarkan untuk digabungkan. Dalam hal ini pokok perkaranya
adalah Para Penggugat menuntu! Pembatalan Hibah hal ini
malanggar ketertiban beracara dengan adanya penggabungan
tersebul. Bahwa terhadap Sengeta kepardataan dalam perkara a
guo ada perbedaan kewenangan / kompelensi badan paradiian yaitu:

= Tentang penetapan waris dan harta waris bagi pameluk agama
Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama;

= Tentang Pembatalan terhadap 2 (dua) Akta Hibah Menjadi
kewenangan Pengadian Neger dan pengadilan agama,

= Tentang Pembatalan SHM menjadi kewenangan Pengadilan
Maegen atau PTUN;

Pufusan Phr. Mo, 24720PR. G2017FA.Chr. hal Joandd
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5. Bahwa terhadap larangan penggabungan / Kompilasi Gugatan telah
ada Yunsprudensi Mahakmah agung antara lain:

a. Yurisprudensi Putusan MARI nomor 677 K/SipM972
Tanggal 13 Desember 1972
*Dua perkara yang berhubungan erat safy dengan fainnya
ftapl masing-masing funduk pada hukum acara yang
berbedatidak boleh digabungkan’.

b. Putusan MARI nomor 862 K/PdtB5 Tanggal 17 Desember
1995
Behwa di dalam suaty gugatan perkara perdata dimana obyek
perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebul
harus diajuken secara lerpisah terhadap masing-masing obyek
senghkeia dan Tergugatnya. Oleh karena v bia dalam
sengketa Penggugat mengajukannya yang obyek senghketa
dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu,
terhadap gugatan tersebut harusiah dinyatakan tidak
dapat diterima”.

c. Putusan MARI nomor 90 K/AG/Z2003 tanggal 10 Nopember
2004
‘Obyek sengketa yang hdak dapal dibuktikan harus dinyatakan
ditolak. sedangkan obyek sengkefa yang obscuur fibel harus
dinyatakan idak dapat diferima”

. HKedudukan Hukum (Legal Standing) Para Penggugat Cacat
Formal / Tidak Sah karena belum ada Penetapan Waris terhadap
Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Pengadilan Agama
Kabupaten Bekasi

1. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formal karena belum ada
Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi
vang manetapkan Para Penggugat dan atau pihak lain sebagai ahli
wans Almarhum H. Acum Budivono Bin H. Soleh berdasarkan bukti-
bukli sah dan berdasar hukum;

Pufusan Phr. No, 2472/Pot. G2017/PA.Chr. hal 28cani5d
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2. Bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUHPerdata
disebutkan secara limidall bahwa “Penetapan Ahli Waris yang
beragama  selain  Islam dibuat oleh Pengadilan Neger™,
sedangkan Penatapan Ahli Wans untuk yang beragama [slam
dibuat oleh Pengadilan Agama atas paermohonan Para Ahli
Waris, sshagaimana diatur secara limitative dalam Pasal 49 huruf
b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
UU No. T Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No. 50
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selengkapnya
berbiun iy :

Pengadilan Agama berugas dan benwenang memenksa,

mamufus, dan manyelesatkan parkara-perkara di ingkal partama

antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

a. perkawinan;

b. kewarisan, wasial, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan
hukum Istam;

¢ wakaf dan shadagah.. . dsi”

3. Bahwa akan tetapl di dalam perkara a guoPara Penggugat _yang
mengak: eolah olah sebagai ahli_wars dari  Almarhum H

Acum Budiyono Bin H Soleh dan Almarhumah H] Fatmah
Bintl Mustofla ang tidak berd ada Penotapan Ahll

i P I a ten
akan felapi hanya berdasarkan pada "SURAT KETERANGAN AHLI
WARIS" tanggal No. Register : 140/540(/2017/PEM tanggal 2
Oktober 2017 Kepala Desa Mekarmukti-Cikarang Utara, Kabupaten
Bekasi (Turut Tergugat) dan Camat Cikarang Utara, Kabupaten
Bekas| arinya “F

Pufusan Phr. Mo, 2472PR. G2017FPA.Chr. hal 28dandd
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4. Bahwa dengan demikian "SURAT KETERANGAN AHLI WARIS™ No.
Register ; 14054/X02017/PEM tanggal 2 Okiober 2017 Kepala Desa
Mekarmukti dan Camat Cikarang Utama adalah “tidak sah dan cacat
hukum” karena idak dibuat oleh Pangadilan Agama (vide: Pasal 833

KUHPerdata) jo_pasal 49 avat (1) huruf B UU Pasal 49 huruf b

5. Bahwa oleh karena ParaPenggugat meéngajukan gugatan a
guo berfindak sebagal ahli wars “tanpa Penetapan Ahli Waris
dari Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi® maka Para
Penggugat tdak mempunyal kewenangan (tdak barkualitas)
mengajukan gugatan a quo unfuk bertindak sebagai pihak dalam
perkara (process party persona stand in judicio);

IV. Gugatan Para Penggugat Cacat Formal karena adanya
AR NE LR AL VLR aal | LIEE LR 3 R LHE] A 1LY IR A2 L 1 ot |
selesaikan di Badan Peradilan yang berbeda

1. Bahwa Posita dan petitum dalam gugatannya gugatannya secara
implicit kaburtidak |jelas kemana arahnya gugatan lersabut
karena gugatannya ternyata komulasi yaitu:

a, Pormohonan Ponotapan ahli Waris;
b. Permohonan penetapan harta waris.
€. Permohonan Pembatalan Akta Hibah No. 303/ 2012 dan
pembatala SHM Nomor 3004/Mekarmu kti;
d. Sengketa Kepemilikan tanah dibawah Sertifikat Hak Milik
(SHM) No. 3638/ Mekarmukti;
Jadi jelaslah terdapat komulasi antara perkara voluntair
(Permohonan) dan perkara contentious (gugatan ), meskipun Secara
explicit parkara ini hanya disebulkan khusus perkara Pembatalan
Hibah tetapi dalam posita dan petitum  ternyata toerdapat
Pufusan Phr. Mo, 2472PH. G20TTPA. Chr. hal ITdanbd
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permohonan  Penetapan  ahli waris, penetapan harta waris,
gugtaan pembatalan hibah _dan Gugatan Sengketa Kepemilikan;
2. Bahwa Dalam leon dan prakiek, dikenal 2 (dua) bentuk penggabungan,
WEI:
a. Kumulasi Subjekti

Dalam bentuk ini yang digabung adalah pihak dalam gugatan,

misalnya dalam surat gugatan lerdapal Para Penggugat atau

beberapa Para Penggugat melawan seorang atau beberapa
orang Tergugal, sehingga dapat terjadi variable sebagai benkul:

- Para Penggugat terdin dan beberapa omng berhadapan
dengan seocrang Tergugat saj. Dalam hal ini, kumulasi
subjektifnya terdapat pada Para Penggugat .

- sobaliknya, pangugat satu oran g, sadangkan Tergugat terdin darl
bebarapa orang. Kumulas: subjekiif yang tenadi dalam kasus ini,
berada pada pihak Tergugat,

- dapat juga teradi kumulasi subjektif yang melipuli pihak Para
Penggugat dan Tergugat Pada kumulasi yang seperti ilu, Para
Penggugat lerdin dan beberapa ormang berhadapan dengan
beberapa orang Tergugat. Sebagal syarat kumulasi gugatan ini
hamus terdapat adanya hubungan hukumdi antara para pihak;

b. Kumulasi Objeddtf
Dalam bentuk ini, yang digabung adalah maler gugatan. Para
Penggugat menggabungkan baberapa gugatan dalam satu surat
gugatan. Jadi yang menjadi fakior kumuias: adalah gugatan, yaitu
beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun agar
penggabungan gugatan tersebul sah dan memenuhi syarat , maka
di antara gugatan itu  harus terdapal hubungan erat (Innedijke
samenhangen].
Bahwa Penggabungan objekti! tidak boleh dilakukan dalam hal:
« Hakim tdak berwenang secara: relatf uniuk memerksa sabu
untutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan.

Pufusan Phr. Mo, 2472PH. G20TTHPA. Chr. hal 28danbd
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= Satu tuntutan ferentu  diperiukan satu gugatan khusus

sedangkan luniutan lainnya diperiksa menurut acara biasa,
= Tuntutan tentang penguasaan suatu benda (bezil) tidak boleh
diajukan berzsama-sama dengan wniutan tentang hak alas suatu

benda (eigendom) dalam salu gugatan;

3 Bahwa oleh karena proses pemerksaan/acaranya  antara
Penetapan ahli wans dan Hak Wars, hibah dan pembataan SHM
atas tanah dan bangunan adalah berbeda, dan lefmasuk sualu

hal yang fidak dibenarkan untuk dikomulasi karena masing-

terpisah , sedangkan gugatan pokok adalah Pembatalan hibah maka
haruslah di gugal secara terpisah pula dengan Pengadilan yang
berbeda;
4. Bahwa adanya larangan panggabungan parkara dengan Hukum Acara
berbeda dilarang dengan adanya yunsprudensi MA yailu:
a. Putusan MA-RI No. 677.K/5ip/1972, tanggal 13 Desember
1972 :
Dua perkara yang barhubungan eral saty dengan lainnya
tetapl, masing-masing funduk pada Hukum Acama yang
berbeds, tidak boleh digabungkan seperti | Perkara alas
dasar Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dengan perkars
atas dasar Pasal 1365 BW;
b. Putusan MA-RI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember
1972 :
Suaty perkam yang lunduk pada suaty Hukum Acara yang
bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara
lain yang wunduk pada Hukum Acasa yang bersifat umum,
sekalipun kedua perkara itu eraf hubungannya safu sama
lain;
c. Putusan MA-RI No. 201.K/Sip/1974, tanggal 28 Agustus 1876
Karena sawah-sawah lersebul pemiliknya berainan,

seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendir-sendiri
Putusan Phr. No, 2472/Pd. G2017/PA Chr. hal 20:anB8
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menggugal mMasing-masing orang yang merngikan hak
mereka dan kini memegang sawah-sawah i) kumilasi
gugatan-gugatan yang Kdak ada hubungannya satu sama
lain sepert yang dilakukan sekarang ini, tdak dapat
dibanarkan,

d. Putusan MA-RI No.343.K/Sip/1975, tanggal 17 Pebruarl

1977:

Karena antara Temgugal-Tengugal | 5.4d X Ndak ada
hublingannya dengan lainnya, Fdakiah lepal mereka digugal
sekaligus dalam saly Suat Gugatan; seharisnya mereka
digugal saty per satu secara terpisah, Gugatan Penggugat
harus dinyatakan dak dapat diterima;

5. Bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan bukan hara wans pawaris
karena sudah teradi hibah/ elah dithibahkan sebelum pewarns
meninggal dunia hal seperti ini dapat saja dibenarkan sebab
mana kala dalam pembukiian proses hibahnya temyata fidak
benar karena hdak memenuhi prosedur atau menyalahi
ketentuan yang beraku, maka dengan sendirinya obyek lersebul
kembali menjadi hara waris dan pewaris , sehingga in casu
dapat diperjelas bahwa meskipun antara ke empat obyek

gugatan__ tersabut mempunyal _hubungan yang eorat, akan
i tidak d ikomulasi ranya dalam

ks

2 a5

LALIEJ eTEalT] Ml el LL 1 J b r . LT LR el eI
harus diproses secara terpisah:dengan demikian harus dibatal
dengan menyatakan gugatan Para Penggugat fidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk verklaar ).

DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa segala hal yang telah Terguat | uraikan didalam Jawaban
dalam Eksepsi adalah menjadl salu kesatuan yang idak lerpisahkan
dangan uraian-uraian Tergugal | dalam Jawaban datam Pokok Parkara
ini;
Pufusan Phr, Mo, 24723Fa GR0THPA.Chr.  hal 30danEd
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2. Bahwa Tergugat | menolak dengan tegas seluruh dalil Para
Penggugat dalam Gugatannya kecuall terhadap hal-hal yang diakui
kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I;

3. Bahwa Tergugat | menciak dalil Para Penggugat dalam Gugatannya
halaman 2 butir 1 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalaah
ahli wans H. Acum Budiyono Bin H. Scleh berdasarkan Surat
Pemyataan dan keterangan waris yang disaksikan oleh Kepala Desa
Mekarmukt (Turut Tergugal) dan dikuatkan aleh Camat Cikarang Litara
dibawah Nomor Register : 140/54002017/PEM tanggal 27 Oktober
2017 karena tidak tidak ada bukti penetapan ahli waris oleh
Pengadilan agama Cikarang Kabupaten Bekasi atau Pengadilan
Negeri Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa menurut ketentuan pasal 49 huruf B UU No. 3 tahun 2006
tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan
Agama disebutkan bahwa:

.. Pengadilan Agama berfugas dan berwenang memenksa,

memulus dan menyslesalkan perkara diingkal perama aniara

orang-orang Islam dibidang:

- b. Waris

Can dalam penjelasan pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama denga
tagas mangaturbahwa:

“Yang dimaksud dengan “waris" adalah penentuan siapa
yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta
peninggalan, penentuan bagian masingmasing, ahli waris,
dan melaksanakan pembagian harta peninggalap, tersebut,
serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang
tentang, penentuan siapa yang menjadi ahli  waris,
penentuan bagian masingmasing ahii waris".

Sedangkan pada huruf D pasal 48 UU Peradilan Agama ditegaskan

“Yang dimaksud dengan “hibah" adalah pemberian suatu

benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari sessorang

Pufusan Phr. Mo, 2472PR. G2017FPA.Chr. hal 3dands
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atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum
untuk dimiliki.

5. Bahwa Tergugat | membantah dengan tegas dalil Para Penggugat
dalam Gugatannya halaman 2 butir 2 dan 3 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Almarhum H. Acum Budiyono Bin H. Soleh
seolah telah berwasial secara lisan dihadapan Para Penggugat
bahwa tidak ridho atas harta yang telah dihibahkan kepada
Tergugat |;

Dalil Para Penggugat ini nyata-nyata hanya bualan dan isapan jempaol

semata dengan motivasi yang sangat jahat dan hanya berujuan agar

timbul dramatisasi tethadap perkara a quo. Bahwa sajak tahun 2009

Almarhum H. Acum Budiyono bin H. Soleh telah mempersiapkan

bagaimana mengelola dam membagl harta yang dimiliki semasa

hidupnya barsama dengan almarhumah |Sinnya dangan sangat baik

sesual dengan tuntunan agama dan katentuan undang-undnag

sehingga seluruh dalil Para Penggugat men@adi terbantahkan dangan

adanya beberapa bukti olentik antara lain;

a. Surat Pernyataan Pemberian Hibah tertanggal 2 Februari 2009
Menyatakan bahwa tanah yang beradara di Sempu Dansssalam
RT 06 RW.02 bessra banguannya telah dihibahkan kepada
Targugat |
b. Surat Pernyataan Tertanggal 17 Maret 2009

Antara lain menvatakan bahwa apabila dalam penalanan Umroh
Almarhum mendapat musibah maka tanah yang di Pulokapuk
boleh dijual tetapl tanah yang du Gombong (tanah dan kontrakan
am H. Acum Budiyvono) jangan coba-coba diganggu karena sudah
di hibahkan ke Lilis Andnyani (Tergugat ).
Jangan coba-coba mengganggu tanah tersebut siapa saja yang
coba-coba mengganggu semoga ormang tersebut mendapat
musibah seumur hidupnya lermasuk anak-anaknya,

Pufusan Phr. Mo, 2472PH. G20TTHPA. Chr. hal J2danbs
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. Video Pernyataan Wasial dan Penyerahan harta kepada
Tergugat | tertanggal 28 Februari 2009 pada pokoknya
menyatakan:

# Bahwa Almarhum H. Acum Bidivono mengibahkan tanah
seluas 1085 M2 termasuk rumah kontrakan yang berdid
diatasnya kepada Tergugat |;

« Bahwa Tanah lersebul bukan dibenkan kepada kebga
saudara-nya yaitu Acin Bin H. Soleh, Acan bin H. Soleh, Hj.
Amil bin H Solah;

« Bahwa ketiga saudaranya tersebut selaly memusuhi Almarhum
selama hidupnya, Bahwa almarhum H, Acum Bidiyono merasa
sangat sedih diparaku kan saudara-saudaranya;

« Bahwa selarma sakil baik di umah maupun di Rumah sakit
ketiga saudaran ya tidak memperhatikannya;

« Bahwa Almarhum H. Acum Budiyono dan istrinya H|. Fatmah
bint Musiofa telah satuju men gibahkan tanah seluas 1.085 M2
tersebut kepada Tergugat | dan kepada saudara-saudara (st
almarhum;

» Bahwa saudara-saudara Almarhum tdak boleh mangamibil
atau mengganggu tanah lersebul yang apabila dilakukan akan
men@adi mudorot;

* Sural wasial tersebul berlaku ketika Almarhum dan istrinya
meninggal dunia

d. Foto saat Almarhum H. Acum Budiyono Bin H Soleh dan
istrinya HL Fatmah Binti Mustofa memberikan Hibah atas
tanah seluas 1.085 M2 tahun 2012 (saat keduanya masih
hidup);

2. Surat Wasiat H. Acum Budiyono Bin H Soleh dan istrinya Hj.
Fatmah Binti Mustofa tertanggal 18 Maret 2009;

Antara lain menyatakan :

Pufusan Phr. Mo, 2472PH. G20TTHPA. Chr.  hal 3danbs
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* Bahwa Alm. H. Acum Bidiyono mengibahkan tanah seluas
1.085 M2 termasuk rumah kontrakan yang berdiri diatasnya
kepada Tergugat |.

« Bahwa Tanah lersebul bukan diberkan kepada keliga
saudara-nya yaitu Acin Bin H. Soleh, Acan bin H. Soleh, Hj.
Ami bin H Salah

= Bahwa ketiga saudaranya tersebut salalu memusuh| Almamum
salama hidupnya. Bahwa almarhum H. Acum Bidivono merasa
sangal sedih diperdakukan saudara-saudaranys;

« Bahwa salama almarhum H. Acum Budiyeno Bin H. Soish sakit
balk di rumah maupun di Rumah sakit ketiga saudaranya tidak
pamah mempearhatikannya walau seékedar untuk men jenguk;

# Bahwa Almarhum H. Acum Budivono dan isininya Hj. Fatmah
binti Mustofa telah setuju mengibahkan tanah seluas 1.085 M2
tersabut kepada Tergugat | dan kepada saudara-saudara |stri
almarhum;

« Bahwa saudara-saudara Almarhum fidak boleh mengambil
atau mengganggu tanah tersebut yang apabila dilakukan akan
man j@adi mudorot;

# Sural wasiat \ersebul beraku ketka Almarhum dan istrinya
meninggal dunia

f. Akta Hibah Nomor 303 tertanggal 25 Oktober 2012
Pada halaman 2 menyatakan Pihak Pertama (H. Acum Budiyono
Bin H. Soleh) dengan ini menginbahkan kepada pihak Kedua
(Tergugat |) dan Pihak Kedua menyatakan dengan ini mananma
hibah darl Pihak Perfama fersebut yaitu:.............

L i FaNdl Nomor Jihh

Mekarsari atas sebidang tanah dan bangunan
sebagaimana diuraikan dalam surat wkur/ Gambar
situasi tanggal 27-10-2004 Nomor 181/2004 seluas 1.085
M2 (seribu delapan puluh lima meter persegi) dengan

Pufusan Phr. Mo, 2472PH. G20TTHPA. Chr. hal Jdand

& Do

STLES LF L A R LT AN LA R R LR o Ay e F -
o e b D i il s Vot ki v P ) e i e [T o o e = [T Tl g A P e T T =T
Cabpr b ke G Y i BT P e T O i RS LA s gl dge Y TEEAR ; 3‘

i depited s B A0 L6 gy o (g ST T I el 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor identitas Bidang tanah (NIB) 10.05.09.10.04669......

dst;
« Bahwa pada pasal 2 disebutkan bahwa sejak tanggal 23
AR TEIEIER tang 1 THEMET i W 7 {ALLTLL LiLdL?

Bedua (Tergugatl) ..., dsi,

6. Bahwa apabila ada wasiat yang sampaikan oflsh Alm. H. Acum
Budiyono Bin H. Soleh pada sekitar sebelum wafat tanggal 11
Agustus 2017 maka Para Penggugat wajib dan harus
membukiikannya secara terulis sesial dengan pringip perkara Perdata
yaitu mencari kebenaran formil, Dalil Para Penggugat tanpa buki
tidak dapat dipeftimbangkan aleh majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara 8 quo;

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada Gugatannya halaman 2 butir 4
hanya menunjukkan sifat aslinya yang telah disabut oleh Alm. H.
Acum Budiyono Bin H, Soleh pada Surat wasiat tertanggal 18 Maret
2009 dan Video tetanggal 28 Februan 2012 yang pada infinya adalah
bahwa kotiga saudara dan keponakan -keponakan Almarhum bersifat
sangat @hat dan selalu mengharapkan kematian Alm.  H,
AcumBudiyono Bin H. Soleh agar mereka dapat menguasai saluruh
harta peninggalan almarbum;

&  Bahwa dalil Pengguat pada halaman 3 butir 4 alenia terakhir dan
butir 5 yang mengungkit-ungkit Harta milik Tergugat | Sandin yaitu
SHM Nomor 3635/ Mekarmuki lerhadap tanah seluas 300 M2 adalah
bukti lain betapa tamak dan rakusnya Para Penggugat ;

8. Bahwa Tergugat | membantah dan menolak dangan tegas dalil Para
Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 butir 8 yang pada

pokoknya setelah meninggal Almarhum H. Acum Budiyono Bin H.
Putugan Phr. No, 2472P.G/2017/PA.Chr.  hal 38danis

& Do
rncmrra g bighigra® dopr g S bl vERe PR PO T P L A R LR LA P OOTAR A A AR LRl o e Ay e Fr-_ 8 L

T e T L T PR T = e N e L el [T [ T
Cabpr b ke T TinR LGl TV G P TP T SEEUAT E A | T PR R T S O i T e s ARgidgerar d gy A Temas
[T a L CR g e TR Hﬂ'ﬁll'l':lm 'ﬁ




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh hanya memiliki 2 bidang tanah berdasarkan SHM Nomor
3004/ Mekarmukti seluas 1.085 M2 dan SHM No. 3696/ Mekarmukti
seluas 300 M2. Karena fakia hukum yvang lerfadi adalah seluruh aset
almarhum H. AcumBudiyono Bin H. Soleh telah di jual sebelum
beliau meninggal dan telah di bagikan kepada saudara-saudaranya
dan sebaglian untuk biaya pangobatan panyakitnya;

10. Bahwa saluruh hara paninggalan Almarhum yang dijual dan dibagikan
kepada saudara-saudaranya sebelum almarhum H. AcumBudiyono
Bin H. Soleh walal bemilai jauh lebih besar dari 2/3 dan ‘otal hana
alm. yangdihibahkan kepada Tergugat |, Sedangkan tanah seluas 300
M2 dengan alas hak SHM No. 3696/ Mekarmukt adalah bukan
didapal Tergugat | dar hibah namun dibeli sendiri oleh Tergugat |
dari H. lsmail pada tanggal 5 Agustus tahun 2011 dan langsung
dibalik namakan ke Tergugat | yang aminya adalah bdak dapat
dijadikan obyek Gugalan Para Penggugat dalam perkara a quo,

11. Bahwa terhadap dali Para Penggugat halaman 4 butir 7 dapat
Tergugat | t\egaskan bahwa pada dasamya Hibah dapal dibenkan
kepada siapa saja bukan hanya terhadap ahli wars namun kepada
orang yang tidak ada hubungan nasab. Adapun hubungan antara Alm
dan Tergugat | karena pemberian hibah maka tidak perlu
diparimbangkan; Sedangkan mengenai nilai hibah akan Tergugat |
buktikan bahwa nilai hibah yang Tergugat | lerima barupa tanah seluas
1.085MZ2 pada tahun 2012 adalah kurang dan 1/3 dari nilai seluruh asat
{/ hara almarhum sabaelum meninggal dunia. Bahwa perdu Tergugat |
ingatkan kepada Para Penggugat agar sadar dan menyadan sera
tahu din bahwa karena Hibah yang diberikan kepada Tergugat | pada
tahun 2012 jauh sebelum Alm. H, Acum Budiyono Bin H. Soleh walat
maka tidak dapat digugat oleh siapapun termasuk Para Penggugat
dan ahli wans lainnya. Hibah adalah pemberan seseorang kepada
orang lain samasa hidupnya. Hibah sah mengikal penghibah dan
memberikan akibal sejak penghibahan ersabul dilerima oleh penenma

Pufusan Phr. Mo, 2472PH. G20TTPA. Chr. hal Jdanbd
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hibah. Berari hibah harus dilakukan ketika pember hibah dan

penerima hibah masih hidup;

12. Bahwa Tergugat | membantah dengan tegas dalil Para Penggugat
dalam halaman 4 butir 8 angka 1 dan 2;

1). Bahwa kepemilikan tanah saluas 1.085 M2 dengan dimiliki Tergugeat
| badasarkan akta hibah yang sah menurut hukum dengan akta
Hibah No. 3032012 tanggal 23 Oktober 2012 dan ‘telah
dibaliknamakan ke Tergugat | dengan SHM No. 3004/ Makarmmwukii
yang tidak pemah dicabut atau dibatalkan oleh Almarhum H. Acum
Budiyono Bin H Soleh;

2). Bahwa kepemilikan tanah seiuas 300 M2 dengan bukt SHM No,
3696 / Mekarmukti yang dibell Tergugat | dar H. Ismail Bin H.
Mardais dengan uang pribadi Tergugat | sendiri berdasarkan akta
jpal beill Ne. 138/ 2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan bukan
merupakan pambenan dan atau hibah dan Alm. H. Acum Budiyono
Bin H. Soleh atau dar orang lain; Maka terhadap tanah seluas 300
M2 yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai hibah dari
Almarhum H. Acum Budiyono bin H Soleh haruslah tidak
dimasukkan dalam obyek/ pokok perkara a quo;

13. Bahwa tehadap dalil Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 4
butir 9 dan 10 menunjukkan bahwa Para Penggugat mangakui
sandiri bahwa hubungan Para Penggugal yang merupakan saudara
kandung Alm, H. Acun Budiyono Bin H. Soleh sangat tidak baik bukan
saja se@k tahun 2009 namun sejak tahun-tahun sabalumnya karena iri
hati, dengki atas kesuksesan Almarhum H. Acum Budiyono Bin H.
Soleh. Menunjukkan pula niat Para Penggugat untuk menguasasi
hana orang lain tanpa ker@ keras, Hanya memikitkan nikmatnya saja
tanpa upaya benkhtiar agar mendapat ridho Allah SWT. Bahwa tentang
perakuan Para Penggugat terhadap AlmarhumH. Acun Budiyona bin
H. Soleh telah ada permyataan tertulis dan atau video vang dibuat oleh
Almarhum H. Acum Budiyono Bin H. Soleh dan almarhum istrinya
yang akan membuka bagaimana kejamnya parfakuan Para Penggugat

Pufusan Phr. Mo, 2472FPd. GE0TTPA.Chr.  hal 3Tdand
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sendiri terhadap Almarhum sehingga pada akhimya Almarhum
mengharamkan hara nya dikuasasi dan ateu dimiliki oleh saudara-
saudara kandung nya dan kelurunannya;

14, Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 5 butir 11
yang pada pokoknya menyatakan Almarhum telah menyimpang dari
nilai-nilal  keislaman/ Syanat (Mago-shidusy-Syara’) yallu ldak
menjungung nilai keadilan adalah dalil yang sesat dan menyesatkan
karena fakta hukumnya adalah Almarhum sangal paham akan nilai
agama dan oleh karenanya sebelum meninggal Almarhum telah
menjual seluruh aset dan membagikannya kepada saudara-saudara
kandungnya yaitu Para Penggugat sandin, selain ilu mambarnkan
hibah kepada Tergugat | senilal dibawah 1/ 3 (seper tiga) dar nilai
seluruh aset yang dimiliki oleh Almarhum besera istinya dengan
harapan dikemudian han setalah almarhum dan istinya sudah tidak
ada maka Bdak akan ada keributan / parebutan hara peninggalan/
harta wansnya;

15. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatannya halaman § butir 12
yang menyatakan Akta Hibah No, 303/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012
lalu dibuatkan Akia Jual Beli No, 138/ 2011 tanggal 5 Agusius 2011
yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ahmad
All Nurdin, SH. (datam perkara a quo dissbut sebagai Tergugat Iil)
berentangan dengan hukum adalah dalil yang sangat idak beralasan
hukum, Bahwa faktanya Akta Jual Beli alas tanah seluas 300 M2 dan
talah diatasnamakan Tergugat | adalah dipercleh Tergugat | dengan
jual beli yang sah dengan uang Tergugat | prbadi; bahwa telah
lerpenuhi proses hibah terhadap tanah seluas 1.085 M2 dan jual beli
atas tanah seluas sesuai ketentuan Pasal 37 dan 38 dan pasal 40

PP 24 tahun 1897,
16. Bahwa ientang sahnya jual bell dihadapan Notans ada Yunsprudensi
MA vaitu:
Putugan Phr, ho, 247T2P. G201TPA.Chr.  hal 38danbs
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Putusan MARI nomor 937 K5ipM1 970 Tanggal 22 Maret 1972 dengan
kaidah hukum:
“Suatu akte peqganjian jual beli yang dilaksanakan dihadapan
seorang pejabat akte tanah menurut Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1961 dianggap sebagal bukti yang
mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.”
Apabila Para Penggugat mendalilkan sebaliknya maka Para
Penggugat lah vang harus membuktikan dalilnya tersebut sesuai
ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBGMBE5 KUHPerdata maka setiap
crang yang mendalitkan bahwa i@ mempunyal hak atau guna
meneguhkan haknya sendirl, atau membantah suatu hak orang
lain menunjuk pada suatu peristiva diwajibkan membuktikan
adanya hak atau peristiva tersebut.

17. Bahwa Tergugat | membaniah dengan tegas dalil Pengugat halaman 6
butir 14 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 10.85 M2
yang telah dihibahkan Almarhum H, Acum Budiyono Bin H. Soleh
berdasarkan SHM No. 3004/ Mekarmukti dan tanah seluas 300 M2
yang dibeli sendin oleh Tergugat | dan H, Ismail dengan Akta Jual Beli
Mo, 138/ 2011 tanggal 5§ Agustus 2011 dan SHM Mo, 3639/ Mekarmu kti
ada hak wars terhadap Para Penggugat . Fakia hukumnya adalah
sabalum Alm. H. Acum Budiyono Bin H. Soleh menyarahkan hibah
tanah sefuas 1.085 M2 kepada Tergugat | kepada Terugat |, Almarhum
teiah menjual sepumiah aset' hara sebagaimana tersebut dibawah ini
dan telah membagikannya kepada seluruh 3 ofang saudara
kandungnya fermasuk Para Penggugat sendirl sebagai warisan
Almarhum dan sebagian lagi digunakan untuk biaya berobat;

18. Bahwa uraian Tergugat | diatas menunjukkan bahwa walaupun
Almarhum selalu dibenci dan tidak diperakukan baik oleh saudara-
saudaranya namun Alm mengerti bahwa ada hak saudara-saudara
kandungnya atas hara wansannya dan oleh karenanya sabalum
almarhum: dan istn meninggal seluruh haranya lelah dijual dan
dibagikan kepada saudara-saudara kandungnya. Sedangkan tanah

Pufusan Per, Mo, 2472Fa GR0THPA.Chr.  hal 38danbd
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seluas 1.085 M2 yang dihibahkan kepada Tergugat | apabila dinilai
maka nilainya tdak sampal 1/3 (sepertiga) dan nilal seluruh hafa
almarhum saat pemberian hibah dilakukan;

19. Bahwa penjualan seluruh hara, pambagan hasil penjualan hara
kepada seluruh saudara kandung dan pamberian hibah tanah saluas
1085 M2 kepada Tergugat | tidak lain benujuan agar setelah
Almarhum dan isti Meninggal dunia, idak ada lagi keluarga kandung
dan anak kelurunanya yang memperebutkan harla wansannya dan
yang paling uitama tdak mengganggu Tergugal | yang telah
mengabdikan dinnya kepada keluarga Almarhum se@k kecil hingga
almarhum dan isin walat;

20. Bahwa daltar hara / asel yang telah dijual dan dibagikan kepada para
saudara kandung Almarhum yakni Para Panggugat sendin dan sabagai
biaya berobal sebagaimana Pernyataan Tergugat | yang telah di
aktakan pada tanggal 3 November 2017 adalah.

a. Tanah HEM No. 9/ Mekarmukt seluas 11,415 M2 dijual tahun
2010;

b. Tanah SHM 325/ Mekamukii seluas 388 M2 dijual tahun 2007;

c. Tanah dan Bangunan 400 M2 di Kampung Sempu Darussalam
dijual sekitar tahun 2009;

d. Tanah dan Bangunan 512 M2 di Kampung sempu Darussalam
elah dijual ahun 2012,

2, Tanah dan Bangunan SHM No. 00763/ PasirGombong seluas 539
M2 di Kampung Sempu Danissalam telah dijual tahun 2012;

. 10 unitkandaraan Truck Colt Diesel telah dijual dengan harga Rp.
100.000.000 ,- per unit;

g. Kandaraan mobil mini bus Isuzu Panther Touring B 2545 |l dijual
tahun 2009 seharga Rp. 250.000.000,-;

h. Kendaraan Minubus Mitsubishl Pajero B, 1786 FJA wahun 2010
dijual tahun 2012 seharga Rp. 360.000.000,-;

. Kendaraan Minibus Mitsubishi Pajero tahun 2013 No. Pol B 1818
FLQ dijual tahun 2016 seharga Rp. 400.000.000,-;

Putugan Phr, ho, 24T2P G201TPA.Chr.  hal 40danid
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j. Kendaraan Mobil Minibus Kijang Innova No. Pol B. 1518 FOP
@hun 2014 dijual bulan Agusius tehun 2017 seharga Rp.
180.000.000,-

21. Bahwa talah sahnya Hibah anah seluas 1.085 M2 dan Almarbium H.
Acum Budiyono Bin H. Soleh kepada Tergugat | didukung olah data
jumiah aset [ harta AlmarhumH. Acum Budiyono Bin H. Soleh semasa
hidupnya yang nilainya jauh diatas ketetapan/ ketentuan batas
pemberan hibah sesual keteniuan agama lsiam yaitlu sebagaimana
uraian berikut :
a8, Bahwa apabila diseluruh hasil penjualan dikalkulasi maka uniuk

barang bergerak sa@ sudah berumiah Rp. 2.190.000.000,00,.-
{dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah);

b. Bahwaapabila seluruh tanah yang dijual seluas 13.254 M2 dengan
harga rata-rata Rp. 3.000.000.,00 per-mater maka akan berumiah
Rp. 39.762.000.000,- (tiga puluh sembilan miyar tujuh ratus
enam puluh dua juta Rupiah);

c. Bahwasehingga iotal nilal asset yang dijual baik bergerak maupun
tidak bergerak bemilai Rp. 41.592.000.000,00,- (empal puluh satu
milyar lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah);

d, Bahwa dar jumlah uang yang terkumpul sejumlah yang tersabut
dalam huru! c diatas sebagian telah dibagikan kepada seluruh
saudara Almarhum H, Acum Budiyvono Bin H. Saolah;

&, Bahwa pka asumsl nilal tanah hibah szeluas 1.085 M2 basera
bangunannya apabila dinilai dengan harga Rp. 3.000.000,00,-
maka akan menghasilkan nilai Rp. 3.255.000.000,00,-
(tiga milyar dua ratus ima puluh lima juta Rupiah), sehingga bila
dibandingkan dengan seluruh asset baik Barang bergerak maupun
barang tidak bergerak adalah Rp. 41.582.000.00000- +
3.255 000.000,00,- = Rp. 44.847.000,000,00,- (empat puluh empat
milyar delapan raius empa pulub flujuh juta Rupiah} vang barar
nilai hibah tanah 1.085 MZ hanya 7.3 % atau 1/13.8 (seper tiga

LPCH PN AT PR RS Pl =l
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22.

23.

Bahwa Tentang Hibah tanah seluas 1.085 M2 yang dilakukan Alm, H
Acum Budiyono Bin H. Soleh sebalum meaninggal dan disetujui cleh
Istri Almarhum Hajjah Fatmah Binti Mustofa pada tahun 2009 sabalum
maninggal dan talah dibuat Akta Hibah No. 303/ 2012 dihadapan
Notaris Fawzia Azhan dan telha dibuat SHM No. 03004/
MEEARMUKTI adalah sah menurut hukum karena dilakukan pada saat
Almarhum H. Acum Budiyono Bin H. Soleh dan istrinya Hj. Fatmah
Binti Mustofa masih hidup;
- Bahwa sesual Pengertian hibah menurut Pasal 171 huruf g Inpres
No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam ("KHI) “adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan

tanpa imbalan darl seseorang kepada orang lain yang masih
hidup wnbuk aimiltki”,

1o T

L, Fer e iCh et [l M
kecuali hibah orang tua kepada anaknya” (Pasal 212 KHI):
- “Hibah orang fua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai

warisan™ (Pasal 211 KHI);

Bahwa sag@k Almarhum H, Acum Budiyono Bin H. Soleh dan istrinya
Hj. Fatmah Binti Musiofa meninggal dunia, Tergugat | masih
menanggung dan membayarkan Hutang Almarhum H. Acum
Budiyono Bin H. Soleh sebesar Bp, 750.000.000,- (ujub ratus lima
puluh juta Rupiah) pada tahun 2015 di Bank Rakyat Indonesia (BR1)
dengan mengangsur sebesar Rp. 12.000.000,00.- (dua belas juta
rupiah) perbulan hingga tahun 2020. Apakah Para Penggugat tidak
malu dan lidak mengen juga kedudukan Tergugat| 7;

Bahwa terhadap tanggung@awab ahli waris terhadap hutang Pewaris
ada Yursprudensi Putusan MA yaitu Yurisprudensi MA
A5T4K/PdUZ000 tanggal 5 september 2002 yvang memiliki kaidah

hukum sebagai berikui:
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"Tanggungiawab ahli wans erhadap uviang sipewans hanya
terhatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan”
{Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (2))
Bahwa mengenal kewagban ahli wans untuk membayar utang
pewans, dalam Pasal 175 KHI dizebuikan bahwa menyelesaikan

utang-utang pewars mwhm_ﬂl_ww_um

ahli warisnya dan bukan tanggung jawab Tergugal |. Seharusnya
Para Penggugat dan atau Ahli waris lasinnya berterima kasih
dengan Tergugat | yang dengan segala kekurangannya tetap
berupaya melunasi hutang-hutang almarhum H. Acum Budiyono
Bin H. Soleh tersebut bukannya menggugat tanpa alasan hukum;
Z4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 7 butir 19
lentang permintaan sita jaminan terhadap obyek perkara a quo
merupakan dalii yang sangal mengada-ada dan tidak beralasan
hukum, Bahwa majslis Hakim yang memernksa dan mengadili perkara
a8 guo Tergugat | mohon agar dengan seksama dan berhati-hati
mempeimbangkan permontaan Para Penggugat ini dengan alasan-
alasan hukum sabagai berikut;
a. Penhal sita gonservaloir beslag ini diatur dalam pasal 227 (1) HIR,
yang pada prinsipnya ketantuannya adalah sebagai berikut :

1) Harus ada sangkaaan yang baralasan, bahwa fergugat sebalum
putusan dipluhkan atau dilaksanakan mencar akal akan
menggeiapkan altau melankan barang-barangnya;

2) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang
tierkena sita, artinya bukan millk Para Penggugat

3) Pemmohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negen yang
memeriksa perkama yang bemsanghkutan;

4) Permochonan harus diajukan dengan surat tertulis;

5) Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap
barang yang bargerak dan tidak bergerak.

Pufusan Phr. Mo, 2472PR. G2017FPA.Chr. hal $oands
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sehubungan dengan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR, Mahkamah
Agung dalam Putusan Nomor 597/K/5ip/ 1983 tanggal 8 Mei 1984
menyalakan bahwa conservatolr beslag yang diadakan bukan
atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud
adalah tidak dibenarkan;

b) Bahwa terhadap gugatan a quo ada 2 kepemilikan hak atas tanah
yaitu:

- Tanah dengan SHM Mo, 3004 seluas 1.0B5 M2 milik Tergugat |
berdasarkan Penyerahan Hibah yang sah berdasar hukum
- Tanah dengan SHM Mo, 636 seluas 300 M2 milik Tergugat |
berdasarkan akta jual beli antara Tergugat | dengan H. ismail;
Maka oleh karena kedua |lghan tanah tersebul adalah sah menjadi
milik Tergugat | maka tuntutan sita aminan (conservatoir beslag)
haruslah di tolak seiurunya;

c) Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat | termyala masih harus
menanggung dan mambayar sisa hutang pember hibah (Almarhum
H. Acum Budiyono Bin H. Soleh) sebesar Rp 750.000.000.- (fupuh
ratus lima puluh juta Rupiah) yang pembayarannya sebesar Rp
12.000.000,- (dua belas pta Rupiah)’ bulan dibayarkan oleh
Tergugat | yang mana Tanah dan Bangunan yang menjadi obyek
songketa yaitu SHM No. 2004/ Mekarmukti dalam parkara a quo
menjadi aminan tarhadap pin@aman Almarhum H. Acum Budiyono
Bin H. Soleh Tersabut;

d) Bahwa tantang Sita aminan atau yan g disebut déngan consarvalolr
beslag adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas
permohonan Para Penggugat untuk meangamankan barang yang
sedang disenghketakan, Dalam pelaksanaannya hamusliah bardasar
pada alasan-alasan yang disebutkan dalamgugatannya. Dalam HIR
Pasal 197-199, 208-214 RBg, =era dalam SEMA (Surat Edaran
Mahkamah Agung) Mo. 05 Tahun 1975 diterangkan mengena
pelaksanaan sita jaminan. Semuanya menerangkan pelaksanaan
sita jaminan pada Pengadilan Negeri;
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Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugal | yang dikuatkan fakta hukum
dan dengan dasar hukum yang tdak terbaniahkan maka Tergugal | dengan
segala kerendahan hati memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama
Cikarang Kabupaten Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
mengeluarkan putusan yang amamya sebagai berdkut:
DALAM EKSEPSI:
1. Manyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat | untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang lidak berwenang
mengadili (kompetensi absolut) Perkara a guo;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
4. Menyataan Gugatan Para Penggugat abscuur libel karena tidak plas
obyek perkaranya, 1erfadi penggabungan gugatan yang hamus diadili
tarpisah dan sandir-sendir,
5. Menyatakan Gugatan Para Penggugattidak dapat ditenma (Mief
Ontvankelijk verkiaar)
DALAM POKOK PERKARA
- PRIMAIR
1. Menyatakan Gugatan Para Penggugal ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sural Pemyataan Pemberian Hibah dan
Almarhum H. Acum Budiyono Bin H. Soleh tanggal 2 Februar 2009
dan Akta Hibah Nomor 303 / 2012,
3. Menyatakan sah dan berharga Sertilikat Hak Milik Nomaor 3004/ 2012
atas nama Tergugat |
4. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Jual Bell Nomor 138 [ 2011
tanggal & Agustus 2011 antara Tergugat | dan H lsmail Bin H. Mardais
atas tanah seluas 300 M2 Sertifikat Hak Milik No. 3639/ Mekarmu ki
fahun 2011;
5 Menyatakan Tanah seluas 300 M2 dengan SHM No. 3639 /
Mekarmukti adalah sah milik Tergugat | dan bukan obyek perkara a

quo;
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6. Menyatakan Para Penggugat fidak memiliki hak wars werhadap tanah
seluas 1.085 M2 dengan akta hibah Nomor 303 / 2012 dan SHM
Nomaor 3004/ 2012,

7. Menyatakan bahwa Para Penggugal tidak berhak atas hak waris
Almarhum H. Acum Budiyono Bin H. Soleh karana Para Penggugat
telah menenma bagian hak warisnya,

8. Menyatakan menolak permintaan sita jaminan (conservatoir beslag)
afas obyek sengketa dalam perkara & guo dan menyalakan obyek
sengketa tetap dalam penguasaan Tergugal | termasuk menikmati
hasiinya;

8. Menghukum Para Penggugal untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;

- SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang

berpendapat |ain Tergugat | mohon agar menjatuhkan putusan yang

saadil-adiinya (ex aesguo et bona)

Menimbang, bahwa Tergugat Il, Tergugat I, Tergugat IV, dan Turut
Tergugal yang telah diber kesempatan unfuk mengajukan @wabannya,
ielah tidak menggunakan haknya uniuk menjawab gugatan dan Para
Panggugat

Manimbang, bahwa Tergugat | telah mengajukan tanggapan terh adap
parmohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Panggugat yang telah
tenurai datam berta acara sidang perkara a quao;

Menimbang, bahwa atas @waban dan Tergugat |, Para Penggugat
telah mengajukan replik terulis, dan selanjutnya Tegugat |, Tergugat IV,
dan Turut Tergugatl telah mengajukan duplik tertulis, yang semuanya telah
terurai dalam berita acara sidang perkara a guo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat | mengajukan eksepsi
ientang kewenangan absolut maupun eksepsi lainnya, maka Majelis
sabelum memanksa pokok parkara lerebih dahulu memerksa lentang
eksepsi dar Tergugat | ;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat |
mengajukan buklfi sural Te.1 sampai dengan Te.B

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Tergugat | juga
mengajukan seorang saksi ahli bemama Dr. Bambang Widyantoro,
SH.MH.MM., pekarjaan Dosen, kompetensi utama/ kepakaran Hukum Acara
Perdata dan Pidana.

Saksi ahli tersebut dibawah sumpahnya memberkan keterangan di
persidangan yang pada pokoknya sebagai benkut |

- Perkara hibah adalah wewenang Pengadilan Agama, sedang tentan g
keperdataan lain (jual beli) bukan wewenang Pengadilan Agama,
malainkan kewenangan Pengadilan Negen .

- Kesepakatan dapal dianggap sebagal Undang-Undang, pka tidak
dilaksanakan maka barari wanprastasi .

- Pelaksanaan hibah yang sudah dituangkan dalam akta, ada
keterkaitan dengan pajabal publik sehingga mernupakan kewenangan
Pengadilan tata Lisaha Negara.

- Tentang penggabungan jenis perkara dan masalah-masalah yang
tergabung, mestinya dipisahkan.

- Pembatalan akta adalah wewenang Pengadilan Negen.

- Pihak daiam berperkara harus memiliki legal standing.

- Akta Hibah wewsnang PPAT | Notaris, Camat ).

Manimbang, bahwa Para Pengguaal juga telah mengajukan buki
surat Po.1 sampai dangan Pa.2 ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Penggugat telah pula
mengajukan seorang saksi ahli beamama Dr. Mardani, M.Ag. pekenaan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Krsnadwipayana.

Saksi ahli wersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di
persidangan pada poknya sebagai berkut ;

- Perkara pembatalan hibah wewenang Pengadilan Agama sesuai
pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1988,

- Hibah dapat dibatalkan apabila meiebihi 1/3 hana pember hibah.
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- Putusan pembatalan hibah dapat dijmdikan dasar untuk membatalkan
sertilikat

- Perkara pembatalan hibah maupun pembatalan SHM. yang subyek
hukumnya beragama lslam wewenang Pengadian Agama.

- [Perkara hibah yang salah satu Tergugat merupakan pajabat publik
adalah wewenang Pengadilan Agama,

- Penatapan ahli warns berdasarkan 2 hal, yakni keterangan lurah, dan
penetapan Pengadikan.

- Jika terdapat perbuatan melawan hokum, diselesaikan dulu igntang
tindak pidananya, kemudian baru penyelesian perdatanya.
Menimbang, bahwa Tergugat | maupun Para Panggugat manyatakan

sudah cukup dengan bukti masing-masing, dan elah pula mengajukan
kesimpulan terkait dengan eksepsi dad Tergugat | yang pada pokoknya
tetap mempartahankan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa lentang jalannya pemefksaan perkara ini
selengkapnya telah dicatat dalam benta acara sidang perkara a quo, maka
untuk mempersingkat uraian putusan ini Pengadilan cukup menunjuk pada
berita acara sidang tersebul yang merupakan bagian tak terpisahkan
dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSL

Manimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan daliam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugal | mengajukan sksepsi mengenai
kewenangan absolute maupun eksepsi lainnya dengan alasan sebagai
benkut:

. Kewenangan mengadii (absolute) .

A, Bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili
(wewenangan absolute) perkara a quo karena ada kesapakatan
memilih domésili hokum di Kepanitersan Pengadilan Negen Bekasi
bukan di Pengadilan Agama. hal mana sesuai pasal 6 halaman 6 Akta
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Hibah No. 303 /2012, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Fawzia
Azhari, SH. Tanggal 23 Okiober 2012, maka yang berwenang
mengadill gugatan Para Penggugat adalah Pengadilan Negen Bekasi,
Tergugat | mengajukan argumentasi sesual asas-asas dalam hokum
pardata yallu asas konsensualisme ( pasal 1320 KUH Perdata ), asas
kebebasan berkontrak (pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata), asas Pacta
Sunt Servanda (pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata), asas itikad
baik atau te goeder Trow (pasal 1338 avat (3) KUH Perdata),oleh
karenanya wajar dan berdasar hokum apabila Majelis Hakim yang
memeriksa perkam@ A quo menyatakan dan memutus bahwa
Pengadilan Agama Cikarang lidak berwenang mengadili (Exceptie
Van Onbevoegdheid) dan memutus perkara a quo

B. Bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak barwenang meanpgadili
(kewenangan absolute) perkara a guo karena salah satu Tergugat
adalah Pejabat Publik sshingga bukan kewenangan Pangadilan
Agama dalam mengadili sengketa sedang sesual Permen Agraria No.
8 Tahun 18089 pasal 104, Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor
1198 K/Sip/M1973 tanggal 6 Januar 1976, dan Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 321.K/SipM1978 tanggal 31 Januan 1981, bahwa
yang berhak menyatakan serhifikat hak atas tanah tidak sah dan atau
membatalkan serifikat hak atas tanah merupakan kewsnangan
Pangadilan tata Uisa Negara (PTUN) ;

C. Bahwa oloh karena petitum Para Penggugat pada pokoknya terhadap
pembatalan SHM tanah Nomor 3004/ Mekarmu kti atas nama Tergugat
|, maka seharusnya gugatan inl diajukan kepada Pengadilan Neger
Bekasl atau ke PTUN, bukan kepada Pengadilan Agama Cikarang ;

D. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara a quo
{kewenangan absolute) karena ada gugatan pembatalan hak milik
dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara a quo yang
bukan wewenang Pengadilan Agama { Eksepsi Forum Rel Sitag ),
sesuai pasal 118 (3) HIR.
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Il. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur) karena obyek perkaranya
tidak jglas antara pembatalan Akia Hibah, penetapan ahli waris, atau
pembatalan senifikat hak milik ;

lll.Kedudukan hokum (legal standing) Para Penggugal cacat formil, tidak
sah, karena belum ada penatapan ahli waris terhadap Para Penggugat
dan ahli warns lainnya ;

IV, Gugatan Para Penggugat cacal formil karena adanya penggabungan
beberapa ocbyek sengketa vang harus diselesaikan di Badan Peradilan
yang berbeda, dan adanya penggabungan perkara volunier dan
kontentius yang penyelesalannya dengan hokum acam yang berbeda ;

Temgugal | mengajukan petiturm dalam eksepsinya sebagai bankut
1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat | untuk selurshnya.

2, Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang
mengadili (kompetensi absolute) perkara a quo.

3. Menyalakan gugatan Para Panggugat tidak memanuhi syaral formal
{legal standing)

4. Menyatakan gugatan Para Penggugat obscuur libe! karena tidak jglas
obyek perkaranya, terjadi penggabungan gugatan yang harus diadili
terpisah dan sendin-sendiri,

5 Menyatakan gugatan Pam Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvan kelijk verklaar).

Manimbang, bahwa atas eksepsi dan Tergugat | Tentang
keawenangan mengadili (absolute) barupa :

A. Pengadilan Agama tidak barwanang men gadili (absolute) karena ada
kesepakatan memiiih domisili hokum di Kepaniteraan Pengadilan
Megen Bekasi, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai
benkut ;

1. Bahwa Pengadilan Agama Cikarang berwenang sesuai pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, tentang Perubahan atas
Lndang-Undang Momor T Tahun 1985 lentang Peradilan Agama;

2. Bahwa maksud pembatalan hibah adalah terhadap 1/3 hara
pemberi hibah, bukan seluruhnya ;
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3. Bahwa Tergugal | menenma hibah melebihi batas yang di
perbolehkan dalam Undang-Undang;

B. Pengadilan Agama tidak berwenang (absolute) karena salah satu
Tergugal adalah pejabat publik, Para Penggugat mengajukan
tanggapan sebagai bernkut :

1. Bahwa yangdisengketakan adalah hibah yang melampaui batas
maksimal bukan keputusan TUN, maka Pengadilan Agama
Cikarang berwenang uniuk mengadilinya.

2. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah yang
melampaui batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang
sehingga merugikan Para Penggugal sebagai ahli warns yang
sah;

3. Surat Hibah secara otenttk wewenang Pejabat Pambuat Akta
Tanah (PPAT), namun untuk mengad/l perkara hibah bagi orang -
orang yang beragama |slam merupakan kewenangan Pangadilan
Agama.

4. Akta Hibah yang dibuat PPAT bukan produk putusan TUN
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
lentang Peradilan Tata Usaha Megama, jo. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang
Momor 5 Tahun 18986, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 wentang parubahan kedua atas Undang-Undang Nomor §
Tahun 1886, jadi akta hibah yang dibuat oleh Tergugat Il dan
Tergugat Il bukan produk TUN,

C. Pengadilan Agama tidak berwenang {absolute) karena ada gugatan
pembatalan atas Sedifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang bukan
wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya, Pama Penggugat
mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Eksepsi pada point C telah dijelaskan dalam tanggapan pada
pointa dan b, maka tidak periu ditanggapi lagi .

4. Bahwa gugatan Para Pangguoal adalah membatalkan hibah
sacara keseluruhan dan malebihi 1/3 bagian yang diatur dalam
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pasal 209 ayat (1) KHI, jadi obyek gugsatan bukan pembatalan

sertifikat akan tetapl hibah secara keseluruhan yang malebihi

balas yang dilentukan .

D. Pengadilan Agama Tidak berwenang (absolute) karena ada gugatan
pambataian hak milik dan Perbuatan Melawan Hokum (PMH) yang
bukan wewenang Pengadilan Agama, Para Penggugal men gajukan
tanggapan sebagai benkul :

1. Gugatan Para Penggugal sudah tepal dan benar, dimana
gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama Cikarang yang
mewilayahi tempat obyek sengketa dan Tergugat | dan lainnya
tinggal di satu wilayah hokum ;

2. Gugatan Para Penggugatl bukan gugatan PMH seperi yang di
dalllkan oleh Tergugat |, melainkan gugatan pembatalan hibah
yang malebihi batas maksimal paembanan hibah (1/3 harta),

3. Bahwa atas parkara a quo lidak ada sengketa hak milik sahingga
harus ditangguhkan sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat | tentang gugatan
Para Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libal) karena obyek parkara
tidak jelas antara pembatalan akta hibah, dan penetapan ahli wans,
Para Penggugatl mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Tantang judul tidak diatur bahkan dapat ditulis gugatan saja, sedang
dalam hokum acara perdata hanya diwajibkan adanya posita dan
patilum yang jalas.

2. Penggabungan jenis perkara diperbolehkan asal ada hubungan,
maka gugatan Para Penggugat ini sudah tepat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugal | tentang
kedudukan hokum (Legal Standing) Pama Penggugal cacal formal
karena belum ada penetapan ahli wars terhadap Para Penggugat dan
ahli wans lainnya, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai

berikut :
Pufusam Phr, Mo, 2472Po. GZ01T/PA.Chr.  hal S2danBd
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1. Penetapan ahli wans haruslah disgjukan ke Pengadilan Agama, telapi
gugatan Para Penggugat bukan membual penetapan ahli warns
melainkan gugatan pembatalan hibah yang merugikan ahli waris
sehingga perkara tersebut dapat digabung, maka dalil Tergugat |
bahwa Para Penggugat idak mamiliki lagal standing tidak berdasar.

2 Dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1968 butir 3, bahwa untuk keperiuan
yang disebut pada sub 2 tersebut diatas, Mahkamah Agung
menganggap cukup apabila Sural Kelerangan tentang keahlwarisan
itu dibuat oleh Kepala Desa / Kampung yang membawahkan Desa
tempat tinggal yang berperkara yang meninggal dunia, hal ini
diparkual pasal 111 ayat (1) huruf ¢ butr 4 Peraturan Menter
Megara Agrara !/ Kepala BPN. Nomor 3 Tahun 1897 tentang
katentuanpelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1897 tentang
pendaftaran tanah .

3. Bahwa pernyataan Tergugat | tentang Sural Keterangan Ahli Waris
dari Para Penggugat tidak sah dan cacat formil, fidak berdasar
karena secara nyata Pam Penggugal adalah ahli wars yang sah
dar almarhum H. Acun Budiono bin H. Soleh , jika ahli waris yang lain
mengaku sebagai ahli waris sah, hams dibuktikanterebih dahulu dan
membuktikan keahliwansannya .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat | tentang gugatan
cacat farmil karena adanya penggabungan beberapa sengksta yang
harus disalasaikan di Badan Peradilan yang berbeda, Para Panggugat
mén gapikan tanggapan sebagal berikut :

1. Tentang eksepsi absolute sudah digwab terdahulu.

2. Eksepsi ini hanyalah eksepsi mengkopi literatur yang tidak ada
reélevansinya dalam perkara ini .

3. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan satu kesatuan dengan
pokok gugatan, karena pembatalan hibah dilakukan oleh Para Ahli
Warns dan pananma hibah adalah orang [ain yang kedudukan hokum
Para Pangguaoat adalah ahli waris, dan Majeiis dapal menatapkan
Para Panggupgat sebagal ahli wans , dan jika ada ahli waris [ain dan

Pufusan Phr, No, 2472P. G2017/PA. Chr.  hal S3danBs

STLES B RN A AR R LR Agpry s
ok e L el e Vit ol P P W R R [T o o e = [T Tl g A P e T T =T
keom G Y e ] BT P e T O i RS LA s gl dge Y TEEAR
[ ey Tosi | Pl 5t 110 Halamar 53




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugatbukan ahli warns dan almarhum H. Acun Budiono bin
H. Soleh dapatiah ditolak karena tidak memiliki legal standing.

Fara Penggugal mengap kan petitum dalam eksepsi sebagai berikut :

- Menolak aksepsi Tergugat | seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat | tersebut Majelis
akan mampartimbangkan sebagai barkul |

Manimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil aksepsinya Targugat |
ielah mengajukan bukli sural Te.1 sampai dengan Te.9, dan seorang saksi
ahli bemama Dr. Bambang Widyantoro, SH.MH MM, demikian pula Para
Penggugal untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukt
surat berupa Pe.1 dan Pe.2 dan seorang saksi ahli bemama Dr. H. Mardan|,
M.Ag. :

Menimbang, bahwa berdasarkan akta hibah (bukti Te.4) yang diakui
kebanarannya olah Para Panggugat maka terbuktl adanya pananjan hibah
antara almarhum H. Acun Budiono bin H. Soleh dangan Tergugat | ;

Menimbang, bahwa akia hibah (bukti Te.d) dalam karaktemya
sebagal akita olentik berdasarkan pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH
Perdata, dikuatkan dengan keterangan saksi ahll kedua pihak, maka
mempunyal kekuatan pembuktian yang sempuma bagi kedua pihak, dan
karenanya akta hibah @ quo mengikat kedua belah pihak untuk mentaati isi
kesepakatan yang ferulis di dalamnya, dimana dalam pasal 5 akta hibah
{bukti Te.d4) termakiub klausul yang berbunyi © " Kedua beiah pihak dalam
hal ini dengan segala akibainya mamilin tempat kediaman hokum yang
umum dan tdak barubah pada Kantor Kepaniteraan Pangadilan Negen
Bekasi“

Menimbang, bahwa akta hibah (bukti Te.d) mengikat kedua belah
pihak yang membuat penangan yakni antara H. Acun Budiono bin H. Soleh
dengan Tergugat |, sedang Para Penggugat tidak teribat peranjian dalam
akia hibah tersebut, maka Para Penggugat tidak terikat di dalamnya, oleh
karenanya eksepsi absolute Tergugal | dengan alasan lelah adanya
kasepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat | memilih kediaman
hokum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negern Bekasi tidak terbukt,
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dan karenanya ditolak.sehingga Pengadilan Agama Cikarang bansenang
mengadili perkara & gou;

Menimbang, bahwa eksepsl Tergugat | tentang kedudukan hokum
(legal standing) Para Penggugat cacat lormil karena belum ada penstapan
ahli wars terhadap Para Penggugal maupun ahli wars lainnya dar
Pengadilan, ditolak oleh Para Penggugat dengan alasan bahwa gugatan
Para Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah dan sudah ada
keterangan ahli wars yang didukung oleh duplik dar Turut Tergugat, dan
Pama Penggugal mendasarkan pada SEMA. Nomor 5§ Tahun 1968, Para
Penggugal juga mendasarkan pada pasal 111 ayat (1) hurut ¢ butir 4
Peraturan Menteri Negara Agrara / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1887
ientang ketentuan pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun 1987 tentang
pandaltaran tanah ;

Menimban g, bahwa Majelis Hakim barpendapah bahwa SEMA Nomor
§ Tahun 1868 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah beftujuan untuk
membenkan jawaban terhadap kasus leneniu yakni perkara dalam proses
kasasi kemudian salah safu pihaknya meninggal dunia dan agar perkara
tetap beralan maka dikeluarkan SEMA tersebut bahwa untuk penentuan ahli
warnsnya cukup denganketerangan dan Lurah selempal, dan tentang pasal
111 ayat (1) huruf © butir 4 Peraturan Mentern Negara Agrana / Kepala BPN
Momor 3 Tahun 1887 tentang ketentuan pelaksanaan PP. Nomor 24 Tahun
1997 adalah khusus untuk persyaratan pendaftaran tanah, maka kedua
dasar tersabut idak ada relevansinya dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Para Panggugat dalam repliknya membanarkan
bahwa untuk membuat penetapan ahli waris harusiah di Pengadilan Agama,
maka dalil Para Penggugat bahwa telah memiliki kedudukan hokum (legal
standing) tidak terbukt, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat | bahwa
gugatan Para Penggugatl cacat formil telah terbubkt;

Menimbang, bahwa Tergugat | juga mengajukan eksepsi dengan
alasan bahwa gugatanPara Penggugat kabur, tidak pelas, dam adanya
pengoabungan bebarapa obyek sengkata yang harnis disslesalkan di Badan
Paradilan yang berbeda dan dengan hokum acara yang berbeda, dibantah
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oleh Para Penggugat dengan -alasan bahwa gugatan Para Penggugsl sudah
jelas yaknl gugatan pembatalan hibah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat dalam
positanya menyatakan untuk lagal standing mencukupkan dengan
ketarangan yang dibuat Kapala Desa Mekarmulkti, namun dalam patitumn ya
angka 3 minta ditetapkan tentang ahli waris, hal tersebut telah secara nyata
menujukkan tentang adanya dua hal yang kontradiktil / bertentangan antara
posila-dengan petitum, maka gugalan Para Penggugat tidak jelas [/ kabur,
dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat | dengan alasan gugatan para
Penggugat idak elas telah terbubkt;

Menimbang, bahwa berdasarkan perftimbangan lersebut dialas,
Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti Para Penggugat tidak
memiliki kedudukan hokum (legal standing) dan bahwa gugatan Para
Penggupat hdak kabur {obcuur libel) maka gugatan Para Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat | telah dikabulkan
sebagian, maka hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini,
tidak peru diperimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa ofeh karena eksepsi a guo dikabulkan maka
gugatan Para Penggugat dalam pokok parkara harus pula dinyatakan tidak
dapal diterima
DALAM EKSEPSI/POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dalam perkara ini adalah
pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR., Para Penggugat
dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam
amar pulusan ini ;

Mengingal dan memperhatikan ketentuan peraturan pemundang-
undangan yang beraku dan kaidah hokum syarl yang terkail dengan

parkara ini ;
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MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat! untuk sebagian;

2. Menoiak eksepsi Tergugat | tentang kewenangan absolute;

3. Menyatakan Pengadiian Agama Cikarang barwenang mangadill parkara
irii;

4. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing sehingga
gugatan Para Penggugal tidak memenuhi syarat formil |

5. Menyatakan gugatan Para Penggugal kabur (obscuurlibal) ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat idak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI/ POKOK PERKARA.

-  Membabankan kepada Para Penggugat membayar blaya perkara
sejumiah Rp3.086.000,00(tga juta sambilan puluh enam ribu rupiah );

Demikian  diputuskan Inl di  Cikarang, berdasarkan
parmusyawaratan Majelis Hakim pada han Rabu tanggal 02 Mei 2018 M.
berepaian dengan tanggal 16 Sya'ban 1438 H, yang terdin dar H. Muhsin,
SH. sebagal Hakim Ketua Majelis, serta H| Asmawati, SH.MH. dan
Muhammad Arif, §.A9. M.5l. sebagai hakimhakim Anggota sena diucapkan
oleh Kelua Majelis pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2018 M. berepatan
dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 H. dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota sena dibantu Mansurlsmail, S.Ag. MH sabagai Panitera Penggant
dan dihadin oleh Kuasa Para Penggugal, Kuasa Tergugat | dan Turut
Tergugatdiluar hadimya Tergugat Ill dan Tergugat |V sera tanpa hadimya

Tergugat II;
Ketua Majelis
fid

H. Muhsin, S H.
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Hakim Anggota |, Hakim Angagota ll,
td fid
Hj. Asmawati, SH MH. Muhammad Arif, 5.Ag. M.SL
Panitera Pengganti
tid

Mansur lsmail, 5.Ag MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. BiayaPendaltaran :Rp 30.000,00

2. BiayaProses :Rp 5000000

3. Biaya Panggilan Para Pihak : Rp3.005.000,00

4. Biaya Redaksi :Rp 5.000.00

5. Biaya Materai ‘Rp__ 6.000,00

Jumiah Rp3.096.000,00

{tiga juta sembilan puluh enam ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Olah Panitara,

H. Dede Supriadi, SH..MH.
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